KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. 
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang. 

Padang Panjang,      Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA  PADANG PANJANG




WINARNO 


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. 

Ringkasan capaian kinerja Sekretariat Daerah yang dihasilkan di tahun 2023 sebagai berikut : 

· Tujuan 
Tujuan dari Renstra Sekretariat Daerah : 
1. “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dengan indikator tujuannya adalah “Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah” dengan target tahun 2023 penilaian predikat Baik (63,10) dengan capaian 100%.
2. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah Yang Tangguh Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan 4 Indikator Tujuan sebagai berikut :
a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai target sebesar 3,41 dengan capaian 100%
b. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai  target sebesar 4,17 dengan capaian 100% 
c. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan dengan nilai target sebesar 1,24 dengan capaian 100%
d. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai target sebesar 4,75 dengan capaian 100%     
3. Meningkatnya Aktifitas Keagamaan Adat dan Budaya Di Masyarakat dengan indikator tujuan Persentase Kegiatan Keagamaan Di Masjid dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023 100% dengan capaian 100%.
· Sasaran 
Sasaran Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sasaran yaitu: 
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Ekonomi;
3. Meningkatkan Aktifitas Keagamaan, Adat dan Budaya di Masyarakat. 

· Indikator Sasaran Sekretariat Daerah, terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu : 
1. Nilai SAKIP dengan target tahun 2023 nilai B (63,10) dan realisasi 2023 B (63,10) atau persentase capaian 100%
2. Nilai LPPD dengan target penilaian tahun 2023 “Sangat Tinggi” dan realisasi 100% 
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target tahun 2023 sebesar 90,02 dan realisasi 2023 sebesar 95,96 atau persentase capaian 106%.
4. Persentase Terselenggaranya Kebijakan Umum Sektor Perekonomian dengan target penilaian tahun 2023 sebesar 90 dan realisasi tahun 2023 sebesar 90 atau persentase capaian 100%.
5. Persentase Aktivitas Keagamaan Adat Budaya di Masyarakat dengan target penilaian tahun 2023 sebesar 100 dan realisasi tahun 2023 sebesar 90 atau persentase capaian 100%.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan : 
a. Keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, hal tersebut dapat terlihat dari masih tingginya nilai pada indikator persentase partisipasi masyarakat; 
b. Koordinasi rutin antara OPD terkait; 
c. Sinergitas yang baik antara Sekretariat Daerah, Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah. 
d. Koordinasi rutin tingkat Sekretariat Daerah dengan Forkopimda (forum koordinasi pimpinan tingkat daerah) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai pengambilan kebijakan di bidang perekonomian;
e.  Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal. 

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain : 
1. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Sekretariat Daerah; 
2. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran; 

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha- usaha sebagai berikut : 
1. Mensosialisasikan alur pengaduan langsung terhadap masyarakat; 
2. Membuat Standar Pelayanan setiap jenis layanan; 
3. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Sekretariat Daerah bimtek/diklat; 
4. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya. 

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah ke depan, sebagai berikut : 
1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 
2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Eknomi
3. Peningkatan Penyelenggaraan Kebijakan Umum Sektor Ekonomi
4. Peningkatan Penyelenggaraan Kebijakan/Kegiatan Umum Sektor Kesejahteraan Rakyat
5. Peningkatan Aktifitas Kegiatan Keagamaan
6. Keterbukaan Informasi Publik 

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Kota Padang Panjang.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan gambaran hasil pencapaian sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yang untuk pencapaiannya didukung oleh Program dan Kegiatan yang ada di Tahun Anggaran 2023.

1. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
1.1. Sebagaimana diatur dalam Peraturan  Daerah  Kota  Padang  Panjang  Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, terdiri dari :


1. Sekretaris Daerah 
Mempunyai tugas  membantu Walikota dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintahan daerah, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah.
2. Staf Ahli.
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ;
Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.
b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;
Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.
3. Asisten
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan
daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, serta pengkoordinasian urusan yang meliputi :

	a. pendidikan;

	b. kebudayaan;

	c. kesehatan;

	d. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

	e. sosial;

	f. pemberdayaan sosial dan perlindungan anak; 

	g. pemberdayaan masyarakat desa;

	h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

	i. tenaga kerja;
j. transmigrasi;
k. kependudukan dan pencatatan sipil; 
l. kepemudaan dan olahraga;
m. kesatuan bangsa dan politik; dan
n. penanggulangan bencana daerah.



Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
a.1 Bagian Pemerintahan ;
Bagian Pemerintahan dikepalai oleh Kepala Bagian Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi   kewilayahan   dan   kerja sama dan otonomi daerah. 
a.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat;
Bagian Kesejahteraan Rakyat dikepalai oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
a.3 Bagian Hukum;
Bagian Hukum dikepalai oleh Kepala Bagian Hukum  yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta pengkoordinasian urusan yang meliputi :

	a. pekerjaan umum dan penataan ruang;

	b. pertanahan;

	c. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

	d. lingkungan hidup;
e. penanaman modal;

	f. pangan;
g. kelautan dan perikanan;

	h. pertanian; 
i. kehutanan;
j. perhubungan;
k. koperasi, usaha mikro kecil menengah;
l. energi dan sumber daya mineral dan perindustrian;
m. perdagangan; 

	n. pariwisata; dan
o. perencanaan, penelitian dan pengembangan.



Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
b.1 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dikepalai oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang  pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.
b.2 Bagian Pengadaan Barang Jasa;
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dikepalai oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
b.3 Bagian Administrasi Pembangunan;
Bagian Administrasi Pembangunan dikepalai oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
c. Asisten Administrasi Umum
	Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta pengkoordinasian urusan yang meliputi :

	a. pelayanan terpadu satu pintu;

	b. komunikasidan informatika;

	c. statistik;

	d. persandian;

	e. perpustakaan;

	f. kearsipan;
g. pengelolaan keuangan;
h. kepegawaian;
i. pendidikan dan pelatihan; dan
j. pengawasan.


Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
c.1 Bagian Organisasi
Bagian Organisasi dikepalai oleh Kepala Bagian Organisasi yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.
c.2 Bagian Umum
Bagian Umum dikepalai oleh Kepala Bagian Umum  yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.
c.3 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dikepalai oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi.

2. STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :  
Gambar 2.1
[image: ]Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang






3. SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Adapun gambaran kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 3.1. berikut ini :

Tabel. 1.1
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang
Menurut Golongan Tahun 2023
	No
	Uraian Unit Kerja
	Golongan
	Jml

	
	
	I
	II
	III
	IV
	PH
	

	1
	Sekretaris Daerah
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	2
	Staf Ahli
	-
	-
	-
	3
	-
	3

	3
	Staf pada Staf Ahli
	
	-
	-
	0
	-
	0

	4
	Asisten
	-
	-
	-
	3
	-
	3

	5
	Bagian Pemerintahan 
	-
	1
	6
	1
	-
	8

	6
	Bagian Hukum 
	-
	1
	6
	0
	-
	7

	7
	Bagian Organisasi
	-
	-
	8
	1
	-
	9

	8
	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	-
	3
	7
	1
	13
	23

	9
	Bagian Perekonomian
	-
	1
	4
	2
	-
	8

	10
	Bagian Pengadaan Barang Jasa
	-
	2
	15
	1
	-
	18

	11
	Bagian Umum
	1
	13
	10
	1
	70
	96

	12
	Bagian Administrasi Pembangunan
	-
	-
	3
	2
	-
	5

	13
	Bagian Protokoler
	-
	2
	7
	1
	9
	19

	 
	Jumlah 
	1
	23
	66
	16
	92
	199



4. ASPEK STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah maka Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang secara umum memiliki fungsi strategis yaitu merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan. Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas menyusun kebijakan dan mengkoordinir pelaksanaan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan abletrative, adapun kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah :
1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Panjang
2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
3. Lembaga keagamaan
4. Mesjid, Musholla
5. Perusahaan penyedia barang/jasa
6. BUMD, BLUD
7. Pelajar, Mahasiswa
8. Masyarakat

5. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah : 
a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dimaksud, maka dapat diidentifikasii permasalahan sebagai berikut :
a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
Penyusunan kebijakan belum begitu optimal. Tak jarang kebijakan yang muncul dari OPD belum dibahas secara komprehensif dengan melibatkan unsur Sekretariat Daerah dan unsur terkait lainya. Sehingga rumusan kebijakan yang dikeluarkan belum mampu mengantisipasi atau sebagai solusi terhadap seluruh permasalahan yang ada.
b. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD dengan Sekretariat Daerah.
Alur koordinasi antar perangkat daerah dengan Sekretariat sebagai fungsi koordinasi perlu ditingkatkan. Masih ada beberapa kegiatan pada OPD yang hanya diketahui langsung oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atau Asisten tidak diketahui oleh Kepala Bagian sehingga belum optimalnya perumusan kebijakan yang dikeluarkan dan pelaksanaan kegiatan.
c. Beberapa nilai capaian dari indikator penilaian Pemerintah Pusat seperti Nilai SAKIP dan Nilai Reformasi Birokrasi berada pada Kategori Sangat Baik harus lebih bisa ditingkatkan lagi. Dan ini dipengaruhi oleh banyak able dimana pencapaian nilai tersebut merupakan akumulatif dari kinerja seluruh Perangkat Daerah. Banyak hal yang perlu dipelajari disamping komitmen untuk menyiapkan dan melaksanakan seluruh indikator-indikator yang merupakan amanat dari Peraturan Perundang-undangan.
d. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat.
Belum optimalnya peraturan yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dimana hal ini disebabkan karena keterbatasan dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dimana pada waktu sosialisasi pra penetapan peraturan yang dibahas bersama masyarakat tidak begitu banyak masyarakat yang hadir.
e. Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah.
Kelembagaan penataan daerah perlu dievaluasi sesuai dengan perkembangan dan situasi. Namun karena keterbatasan anggaran sehingga hal ini sulit dilakukan apalagi hasil evaluasi merekomendasikan pengembangan kelembagaan.
f. Implementasi Penyederhanaan birokrasi yang masih memerlukan aturan dan dukungan dari Pemerintah Pusat.
g. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kerja yang terdokumentasi dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
B. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I :	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang
2. Struktur Organisasi
3. Sumber Daya Manusia
4. Aspek Strategis Sekretariat Daerah
B. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
BAB II :	PERENCANAAN KINERJA 
A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023
B. Tujuan dan Sasaran 
C. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023
BAB III :	AKUNTABILITAS KINERJA 
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
B. Capaian Kinerja Tahun 2023
C. Realisasi Keuangan Tahun 2023
BAB IV :	PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran



BAB  II
PERENCANAAN  KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023
Sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, bahwa Sekretariat adalah Perangkat Daerah yang mendukung pencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai berikut :

UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT

Dalam rangka menunjang pencapaian Visi Pemerintah Kota Padang Panjang, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendukung 3 (tiga) misi Pemerintah Daerah yaitu:
	Misi 1
	:
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan;

	Misi 2
	:
	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya; dan

	Misi 3
	:
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif




Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya dan pertimbangan kemampuan keuangan dareah, maka pada Perubahan RPJMD 2018-2023, untuk itu Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023 diadakan perubahan disesuaikan dengan RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang 2018-2023 yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. 
Untuk lebih jelasnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra 2018-2023 Kecamatan Padang Panjang Timur dapat dilihat dalam able berikut ini.


































B. TUJUAN DAN SASARAN
		Dalam rangka menunjang pencapaian Misi yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran  sebagai berikut :
Tabel 2.3
	No.
	TUJUAN
	SASARAN

	1
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Yang Berkualitas dan Melayani
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

	2
	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah Yang Tangguh Berbasis Ekonomi Kerakyatan
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian

	3
	Meningkatnya aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat
	Meningkatkan Aktivitas Keagamaan Adat Budaya Dimasyarakat


 
C.  PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022
Sesuai dengan amanat perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang telah menyusun Perjanjian Kinerja untuk tahun 2023. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut telah disusun 3 program, 15 Kegiatan, dan 45 Sub Kegiatan, dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.44.074.091.506,-. Perjanjian Kinerja sebagaimana berikut:



	Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022








	



Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah : 
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

BAB  III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran diukur dengan menggunakan metode membandingkan antara target kinerja yang akan dicapai dengan realisasi kinerja yang telah dicapai.
Untuk memberikan gambaran kinerja tahun berjalan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran juga diuraikan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran tersebut. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. 

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022, telah ditetapkan 3 (sasaran) sasaran sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dan untuk mencapai sasaran tersebut telah dianggarkan 3 program dengan 16 kegiatan.
Secara umum semua sasaran yang sudah ditargetkan tersebut telah berhasil diwujudkan.
Adapun persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 5 klasifikasi penilaian yaitu:
· Pencapaian indikator kinerja sasaran ≥100 % “Memuaskan”
· Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100% predikatnya“Sangat Baik”
· Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan dibawah 85% predikatnya “Baik”
· Pencapaian indikator kinerja sasaran 55% sampai dengan dibawah 70% predikatnya “Cukup”
· Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan dibawah 55% predikatnya “Kurang”
Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran stratejik dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mempunyai 3 (tiga) indikator sebagai berikut: 











1. Untuk pencapaian Target Sasaran Nilai SAKIP berdasarkan kepada kriteria sebagai berikut :
a. 1/3 dari jumlah OPD mendapat nilai Baik = B
b. 1/2 dari jumlah OPD mendapat nilai B = BB
c. Seluruh OPD OPD nilai A = A
2. Penilaian LPPD berdasarkan penilaian secara berjenjang mulai dari penilaian Provinsi dan dilanjutkan penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap kelengkapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sementara itu nilai LPPD tahun 2023 dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan dikarenakan adanya perubahan mekanisme penilaian LPPD oleh kementerian terkait, maka nilai LPPD Kota Padang Panjang sampai sekarang  belum keluar.
3. Penetapan Indeks Kepuasan Masyarakat ditetapkan dengan rumus
Total Nilai Indeks Kerja Pelayanan Publik (UKPP) X 100%
Total UKPP Yang Disurvey


Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian
Salah satu yang ikut berperan penting dalam usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah kebijakan di sektor perekonomian, untuk itu diperlukan upaya meningkatkan penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian di Kota Padang Panjang dengan indikator persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang.
Untuk memperoleh capaian kinerja pada Sasaran 2 dengan rumus :

Total Kegiatan Sektor Perekonomian Yang Terlaksana X 100
Total Kebijakan Sektor Perekonomian

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian menunjukkan angka capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa indikator persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang sudah tercapai sesuai target. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel  berikut:






Selama periode RPJMD Tahun 2018-2023 terdapat 30 (tiga puluh) kebijakan umum sektor perekonomian di Kota Padang Panjang, antara lain:
	No.
	Kebijakan
	OPD Pelaksana
	Tahun pelaksanaan
	Keterangan

	1.
	Pengembangan pertanian organik
	Dinas Pangan dan Pertanian
	2019
	Terlaksana

	2.
	Peningkatan produksi ternak sapi perah dan turunannya
	Dinas Pangan dan Pertanian
	2019
	Terlaksana

	3.
	Pengembangan cadangan pangan
	Dinas Pangan dan Pertanian
	2019
	Terlaksana

	4.
	Pengembangan Toko Tani
	Dinas Pangan dan Pertanian
	2019
	Terlaksana

	5.
	Pengelolaan Pasar Induk Hasil Pertanian
	Dinas Pangan dan Pertanian
	2021
	Tahap Proses

	6.
	Perda LP2B
	Dinas Pangan dan Pertanian
	2021
	Terlaksana

	7.
	Peningkatan dan pengembangan perikanan
	Dinas Pangan dan Pertanian
	2019
	Terlaksana

	8.
	Peningkatan mutu dan kemanan pangan
	Dinas Pangan dan Pertanian
	2019
	Terlaksana

	9.
	Zoonosis
	Dinas Pangan dan Pertanian
	2019
	Terlaksana

	10.
	Kelurahan Mandiri Pangan
	Dinas Pangan dan Pertanian
	2019
	Terlaksana

	11.
	Rumah Pangan Lestari
	Dinas Pangan dan Pertanian
	2019
	Terlaksana

	12.
	Padang Panjang Kota Bunga
	Dinas Pangan dan Pertanian
	2020
	Terlaksana

	13.
	Kajian Kelayakan Rooftop
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2019
	Terlaksana

	14.
	Penempatan Tenaga Kerja
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2019
	Terlaksana

	15.
	Kartu Pra Kerja
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2019
	Terlaksana

	16.
	Peningkatan  intensitas pelaksanaan event event pariwisata
	Dinas Pariwisata
	2019
	Terlaksana

	17.
	Wisata Rakyat
	Dinas Pariwisata
	2019
	Terlaksana

	18.
	Smart Warung
	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
	2019
	Terlaksana

	19.
	Pengembangan Rumah Wirausaha
	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
	2019
	Terlaksana

	20.
	Kajian Industri Kulit
	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
	2019
	Terlaksana

	21.
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kulit Kota Padang Panjang
	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
	2019
	Terlaksana

	22.
	Bedah Warung
	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
	2019
	Terlaksana

	23.
	Pengembangan Koperasi Syariah
	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
	2019
	Terlaksana

	24.
	Pasar SNI
	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
	2021
	Terlaksana

	25.
	Penyesuaian bentuk hukum PDAM
	Bagian Perekonomian Setdako
	2021
	Terlaksana

	26.
	Kampung Proklim
	Dinas Perkim LH
	2019
	Terlaksana

	27.
	Pengendalian Pencemaran Air
	Dinas Perkim LH
	2019
	Terlaksana

	28.
	Kota Bersih
	Dinas Perkim LH
	2019
	Terlaksana

	29.
	Tempat Pembuangan Akhir Sampah
	Dinas Perkim LH
	2023
	Tahap Proses

	30.
	Kajian Air Minum dalam Kemasan
	Dinas Perkim LH
	2019
	Terlaksana



Dari 30 (tiga puluh) kebijakan yang telah ditetapkan untuk periode 2018-2023 tersebut, pada tahun 2023 telah terselenggara sebanyak 28 kebijakan (93,33%). 
Sasaran 3 : Meningkatnya Aktivitas Keagamaan Adat Dan Budaya Di Masyarakat.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran diperoleh dengan rumus 
Jumlah Lembaga Keagamaan Yang Aktif X 100
Lembaga Keagamaan Yang Ada
Sehingga capaiannya sebagai berikut :




Berdasarkan data pada Tabel diatas terlihat bahwa pada Tahun 2023 terjadi peningkatan persentase aktivitas keagamaan di masjid sekitar 8,34 % menjadi 100% jika dibandingkan dengan Tahun 2022. Capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan pada akhir Renstra Tahun 2023 yaitu 100%.
Aktivitas keagamaan di masjid yang dijadikan komponen penilaian indikator meliputi kegiatan Majlis Taklim, Remaja Masjid, Didikan Subuh dan Subuh Mubarakah. Hasil pengukuran untuk masing-masing komponen aktivitas keagamaan dapat dilihat pada Tabel berikut :
	No
	Kegiatan Keagamaan
	Bentuk Pembinaan
	Jumlah Masjid yang melaksanakan
	Jumlah Seluruh Masjid 
	%
	Keterangan

	1.
	Majlis Ta’lim
	1.  Ceramah Agama
2.  Pendalaman materi agama melalui tanya jawab
	16
	16
	100
	

	2.
	Wirid Remaja
	1.  Wirid pengajian
2.  Pembinaan Remaja Masjid
	34
	34
	100
	

	3.
	Didikan Subuh
	Pembinaan Ba’da Shalat Subuh 
	34
	34
	100
	Khusus untuk mesjid yang memiliki TPA/TPQ

	4.
	Subuh Mubarakah
	1.  Shalat Subuh berjamaah
2.  Ceramah agama
3.  Pendalaman materi tanya jawab
	11
	11
	100
	

	
	
	Jumlah 
	95
	95
	100
	


Sumber Data : Bagian Kesra Setdako Padang Panjang Tahun 2023
Tingkat keaktifan pada masing-masing komponen dipengaruhi oleh faktor dan kondisi yang berbeda. Dari 165 masjid yang ada di Kota Padang Panjang sampai dengan akhir Tahun 2023, seluruhnya telah memiliki kelompok Majlis Taklim. Seluruh kelompok Majlis Taklim tersebut secara rutin mengikuti pertemuan bulanan tingkat Kota Padang Panjang yang pelaksanaannya digilir dari masjid ke masjid. Selain itu, setiap kelompok majlis taklim juga telah memiliki jadwal dan program rutin di masjid masing-masing.
Terkait dengan kegiatan Remaja Masjid, dari 34 mesjid yang ada di Kota Padang Panjang, yang melakukan kegiatan remaja masjid sudah 100%. Hal ini juga didukung kegiatan remaja mesjid telah dilaksanakan oleh sebagian sekolah-sekolah menengah yang ada di Kota Padang Panjang. 
Aktivitas Didikan Subuh yang rutin dilaksanakan oleh seluruh TPQ/MDA setiap  minggu. Di Kota Padang Panjang terdapat 34 mesjid yang memiliki TPQ/MDA. Dari jumlah tersebut, seluruhnya (100%) sudah melakukan aktifitas Didikan Subuh di masjid-masjid. 
Aktivitas selanjutnya yang menjadi komponen penilaian indikator adalah Subuh Mubarakah. Aktivitas ini pada dasarnya adalah aktivitas yang sering dilaksanakan di masjid-masjid setiap bulan. Namun pelaksanaannya ada yang dilakukan secara sederhana dan terbatas untuk jama’ah tetap masjid dan ada juga yang diselenggarakan secara resmi serta dipublikasikan secara luas.
Pemerintah Kota Padang Panjang telah memberikan dukungan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan, baik yang dilaksanakan dilingkungan masjid maupun di tempat-tempat lainnya. Dukungan fasilitasi tersebut antara lain:
1. Pembinaan Remaja Masjid tingkat Kota Padang Panjang sebanyak 12 kali
2. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 2 kali
3. Penyediaan Fasilitas Program Smart Surau pada 4 masjid
4. Fasilitasi jaringan internet pada 45 masjid
5. Dukungan operasional pengelolaan Masjid Islamic Centre
6. Pelaksanaan Wirid Korpri pada minggu I dan III setiap bulannya di Masjid Islamic Centre
7. [bookmark: _heading=h.34g0dwd]Pelatihan bagi Imam Masjid se Kota Padang Panjang.
Dukungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menggairahkan kehidupan keagamaan  juga ditunjukkan dalam bentuk pemberian insentif terhadap imam masjid, garin masjid dan mushalla serta guru TPQ/MDA serta bantuan hibah untuk masjid dan mushalla.
C. REALISASI KEUANGAN
	Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun  2023 dimana besaran alokasi dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2023





Analisis atas Realisasi Anggaran
Setelah dilakukan perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023,  secara umum realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang realiasi keuangannya  dibawah 75%. Rendahnya realisasi anggaran pada beberapa kegiatan ini disebabkan karena terjadinya efisiensi belanja dalam melakukan koordinasi, baik untuk biaya makan minum maupun biaya perjalanan dinas karena sebagian besar koordinasi dilakukan secara daring.








BAB  IV
P E N U T U P

A. KESIMPULAN
Dalam Laporan akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 3 telah dianalisis sebanyak 5 sasaran dengan 6 indikator kinerja. Secara umum capaian kinerja tahun 2023 telah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target indikator sasaran dan sudah dilaksanakan kegiatan yang didukung oleh 3 program, 15 Kegiatan, dan 46 Sub Kegiatan dengan realisasi keuangan rata-rata persasaran mencapai  98 %.
Sasaran yang melebihi target sebanyak 1(satu) sasaran yaitu sasaran 5: Meningkatnya Pencapaian Pembangunan Daerah. Sasaran yang sesuai target sebanyak 1(satu) sasaran yaitu sasaran 4: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian. Sasaran yang tidak sesuai target sebanyak 2(dua) sasaran yaitu sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Publik, dan sasaran 3: Meningkatnya Aktivitas Keagamaan di Masyarakat. Sasaran yang belum bisa diukur karena nilainya belum keluar dari pusat sebanyak 1(satu) sasaran yaitu sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
B. SARAN

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, disarankan hal-hal sebagai berikut :
1. Perlunya perencanaan yang baik dalam penyusunan Renstra dan perjanjian kinerja yang mengacu pada RPJMD serta penganggaran yang baik sehingga target kinerja dan anggaran dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.
2. Perlunya komitmen dan konsistensi dari seluruh Bagian-Bagian yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan  sinkronisasi  antara Dokumen Renstra dengan RPJMD dan PK serta program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023 dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pencapaian kinerja yang akan datang.


Padang Panjang,      Februari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA  PADANG PANJANG
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Misi 2 Misi 1

Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif Dan 

  Partisipatif Misi 2

Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif Dan 

  Partisipatif

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Meningkatnya Kinerja 

Penyelenggaraan 

Pemerintah 

Predikat Sistem 

Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah

B           (60,1) BB      (65) BB (70,1) BB    (75) A    (80,02) 1 Meningkatnya Kinerja 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah

Predikat Sistem 

Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah

B           (60,1) BB     (65) B    (61,20) B       (62,30) B       (62,10)

Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintah daerah

Nilai SAKIP 1/3  dari jumlah OPD 

menadapat nilai baik=B, 

1/2dari jumlah OPD 

menadapat nilai 

B=BB,seluruh OPD nilai 

A=A



B           (60,1) BB          (65) BB      (70,1) BB         (75) A       (80,02) Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintah daerah

Nilai SAKIP 1/3  dari jumlah OPD 

menadapat nilai baik=B, 

1/2dari jumlah OPD 

menadapat nilai 

B=BB,seluruh OPD nilai 

A=A



B           (60,1) BB          (65) BB      (70,1) BB           (75) A       (80,02)

Nilai LKPPD Penilaian dilaksanakan 

secara berjenjang mulai 

dari penilaian Propinsi 

dan dilanjutkan dengan 

penilaian oleh 

Kementerian Dalam 

negeri terhadap 

kelengkapan Laporan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah



Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Nilai LKPPD Penilaian dilaksanakan 

secara berjenjang mulai 

dari penilaian Propinsi 

dan dilanjutkan dengan 

penilaian oleh 

Kementerian Dalam 

negeri terhadap 

kelengkapan Laporan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah



Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

2 Terselenggaranya 

Pelayanan Publik Yang 

Berkualitas Dan 

Melayani

Indek Kepuasan 

Masyarakat

Total Nilai Indeks Unit 

Kerja Pelayanan Publik 

(UKPP)  berbanding 

total UKPP yang 

disurvey * 100

78              

(Baik)

79              

(Baik)

80              

(Baik)

81           

(Baik)

82           

(Baik)

Indek Kepuasan 

Masyarakat

Total Nilai Indeks Unit 

Kerja Pelayanan Publik 

(UKPP)  berbanding total 

UKPP yang disurvey * 

100

78              

(Baik)

79              

(Baik)

80              

(Baik)

81           

(Baik)

82           

(Baik)

Standar Pelayanan MinimalTotal Nilai Indeks Unit 

Kerja Pelayanan Publik 

(UKPP)  berbanding total 

UKPP yang disurvey * 

100

84,67 86,33 87,83 89,67 92,50 2 Meningkatkan Kualitas 

Penyelenggaraan 

Kebijakan Sektor 

Perekonomian Dan 

Pembangunan Daerah

Persentase Keberhasilan 

Terseenggaranya 

Kebijakan Ekonomi Dan 

Pembangunan

70,00 75,00 80,00 90,00 90,00

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN 

RENSTRA 2018 - 2023 (AWAL)

Visi



: Meningkatkan Pemerataan Dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak Dan Berbudaya

No TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

DEFINISI 

OPERASIONAL

RENSTRA 2018 - 2023 (PERUBAHAN)

Visi

: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis 



No TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

DEFINISI 

OPERASIONAL

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN 

: Meningkatkan Pemerataan Dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak Dan Berbudaya

  Pembangunan Berkelanjutan


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Sheet1

		Tabel 2.1

		Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

		Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023



		RENSTRA 2018 - 2023 (AWAL)																				RENSTRA 2018 - 2023 (PERUBAHAN)

		Visi				: Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah Dan Bermartabat																Visi				: Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah Dan Bermartabat

		Misi 2				: Meningkatkan Pemerataan Dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak Dan Berbudaya																Misi 1				: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis 

		Misi 3				: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif Dan 																				  Pembangunan Berkelanjutan

						  Partisipatif																Misi 2				: Meningkatkan Pemerataan Dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak Dan Berbudaya

																						Misi 3				: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif Dan 

																										  Partisipatif

		No		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN		DEFINISI OPERASIONAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN 
PADA TAHUN KE-										No		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN		DEFINISI OPERASIONAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN 
PADA TAHUN KE-

												2019		2020		2021		2022		2023												2019		2020		2021		2022		2023

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)

		1		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 				Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				B           (60,1)		BB      (65)		BB (70,1)		BB    (75)		A    (80,02)		1		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				B           (60,1)		BB     (65)		B    (61,20)		B       (62,30)		B       (62,10)

						Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai SAKIP		1/3  dari jumlah OPD menadapat nilai baik=B, 1/2dari jumlah OPD menadapat nilai B=BB,seluruh OPD nilai A=A
		B           (60,1)		BB          (65)		BB      (70,1)		BB         (75)		A       (80,02)						Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai SAKIP		1/3  dari jumlah OPD menadapat nilai baik=B, 1/2dari jumlah OPD menadapat nilai B=BB,seluruh OPD nilai A=A
		B           (60,1)		BB          (65)		BB      (70,1)		BB           (75)		A       (80,02)

								Nilai LKPPD		Penilaian dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penilaian Propinsi dan dilanjutkan dengan penilaian oleh Kementerian Dalam negeri terhadap kelengkapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi								Nilai LKPPD		Penilaian dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penilaian Propinsi dan dilanjutkan dengan penilaian oleh Kementerian Dalam negeri terhadap kelengkapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi

		2		Terselenggaranya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Melayani				Indek Kepuasan Masyarakat		Total Nilai Indeks Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP)  berbanding total UKPP yang disurvey * 100		78              (Baik)		79              (Baik)		80              (Baik)		81           (Baik)		82           (Baik)								Indek Kepuasan Masyarakat		Total Nilai Indeks Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP)  berbanding total UKPP yang disurvey * 100		78              (Baik)		79              (Baik)		80              (Baik)		81           (Baik)		82           (Baik)

								Standar Pelayanan Minimal		Total Nilai Indeks Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP)  berbanding total UKPP yang disurvey * 100		84.67		86.33		87.83		89.67		92.50		2		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian Dan Pembangunan Daerah				Persentase Keberhasilan Terseenggaranya Kebijakan Ekonomi Dan Pembangunan				70.00		75.00		80.00		90.00		90.00

		3		Meningkatnya Aktivitas Keagamaan Adat Budaya Di Masyarakat				Persentase Aktivitas Kegiatan Keagamaan di Masjid		Jumlah lembaga keagamaan (TPQ, wirid remaja, kampung tahfidz, majelis ta'lim, subuh mubarakah, BP4) dibandingkan dengan lembaga keagamaan yg ada
		38.82		56.58		74.34		90.79		100						Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian		Persentase Terselenggaranya Kebijakan Umum  Sektor Perekonomian Kota Padang Panjang				70.00		75.00		80.00		90.00		90.00

						Meningkatkan Aktivitas Keagamaan Adat Budaya Di Masyarakat		Persentase Aktivitas Kegiatan Keagamaan di Masjid		Jumlah lembaga keagamaan yang aktif/ lembaga keagamaan yg ada x 100		38.82		56.58		74.34		90.79		100		3		Meningkatnya Aktivitas Keagamaan Adat Budaya Di Masyarakat				Persentase Aktivitas Kegiatan Keagamaan di Masjid		Jumlah lembaga keagamaan (TPQ, wirid remaja, kampung tahfidz, majelis ta'lim, subuh mubarakah, BP4) dibandingkan dengan lembaga keagamaan yg ada
		38.82		56.58		74.34		90.79		100

		4		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian Dan Pembangunan Daerah				Persentase Keberhasilan Terseenggaranya Kebijakan Ekonomi Dan Pembangunan				70.00		77.50		80.00		85.00		87.50						Meningkatkan Aktivitas Keagamaan Adat Budaya Di Masyarakat		Persentase Aktivitas Kegiatan Keagamaan di Masjid		Jumlah lembaga keagamaan yang aktif/ lembaga keagamaan yg ada x 100		38.82		56.58		74.34		90.79		100

						Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian		Persentase Terselenggaranya Kebijakan Umum  Sektor Perekonomian Kota Padang Panjang				70		80		85		90		90

						Meningkatnya  Pencapaian Pembangunan Daerah		Persentase Pencapaian Kegiatan Pembangunan				70		75		75		80		85
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Misi 2 Misi 1

Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif Dan 

  Partisipatif Misi 2

Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif Dan 

  Partisipatif

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3 Meningkatnya 

Aktivitas Keagamaan 

Adat Budaya Di 

Masyarakat

Persentase Aktivitas 

Kegiatan Keagamaan di 

Masjid

Jumlah lembaga 

keagamaan (TPQ, wirid 

remaja, kampung 

tahfidz, majelis ta'lim, 

subuh mubarakah, 

BP4) dibandingkan 

dengan lembaga 

keagamaan yg ada



38,82 56,58 74,34 90,79 100 Meningkatkan Kualitas 

Penyelenggaraan 

Kebijakan Sektor 

Perekonomian

Persentase 

Terselenggaranya 

Kebijakan Umum  Sektor 

Perekonomian Kota Padang 

Panjang

70,00 75,00 80,00 90,00 90,00

Meningkatkan Aktivitas 

Keagamaan Adat 

Budaya Di Masyarakat

Persentase Aktivitas 

Kegiatan Keagamaan di 

Masjid

Jumlah lembaga keagamaan 

yang aktif/ lembaga 

keagamaan yg ada x 100

38,82 56,58 74,34 90,79 100 3 Meningkatnya 

Aktivitas Keagamaan 

Adat Budaya Di 

Masyarakat

Persentase Aktivitas 

Kegiatan Keagamaan di 

Masjid

Jumlah lembaga 

keagamaan (TPQ, wirid 

remaja, kampung 

tahfidz, majelis ta'lim, 

subuh mubarakah, 

BP4) dibandingkan 

38,82 56,58 74,34 90,79 100

4 Meningkatkan Kualitas 

Penyelenggaraan 

Kebijakan Sektor 

Perekonomian Dan 

Pembangunan Daerah

Persentase Keberhasilan 

Terseenggaranya 

Kebijakan Ekonomi Dan 

Pembangunan

70,00 77,50 80,00 85,00 87,50 Meningkatkan Aktivitas 

Keagamaan Adat 

Budaya Di Masyarakat

Persentase Aktivitas 

Kegiatan Keagamaan di 

Masjid

Jumlah lembaga keagamaan 

yang aktif/ lembaga 

keagamaan yg ada x 100

38,82 56,58 74,34 90,79 100

Meningkatkan Kualitas 

Penyelenggaraan 

Kebijakan Sektor 

Perekonomian

Persentase 

Terselenggaranya 

Kebijakan Umum  Sektor 

Perekonomian Kota Padang 

Panjang

70 80 85 90 90

Meningkatnya  

Pencapaian 

Pembangunan Daerah

Persentase Pencapaian 

Kegiatan Pembangunan

70 75 75 80 85

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN 

RENSTRA 2018 - 2023 (AWAL)

Visi



: Meningkatkan Pemerataan Dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak Dan Berbudaya

No TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

DEFINISI 

OPERASIONAL

RENSTRA 2018 - 2023 (PERUBAHAN)

Visi

: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis 

DEFINISI 

OPERASIONAL

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN 

: Meningkatkan Pemerataan Dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak Dan Berbudaya

  Pembangunan Berkelanjutan



No TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN


Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
Sheet1

		Tabel 2.1

		Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

		Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023



		RENSTRA 2018 - 2023 (AWAL)																				RENSTRA 2018 - 2023 (PERUBAHAN)

		Visi				: Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah Dan Bermartabat																Visi				: Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah Dan Bermartabat

		Misi 2				: Meningkatkan Pemerataan Dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak Dan Berbudaya																Misi 1				: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis 

		Misi 3				: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif Dan 																				  Pembangunan Berkelanjutan

						  Partisipatif																Misi 2				: Meningkatkan Pemerataan Dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak Dan Berbudaya

																						Misi 3				: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif Dan 

																										  Partisipatif

		No		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN		DEFINISI OPERASIONAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN 
PADA TAHUN KE-										No		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN		DEFINISI OPERASIONAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN 
PADA TAHUN KE-

												2019		2020		2021		2022		2023												2019		2020		2021		2022		2023

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)

		1		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 				Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				B           (60,1)		BB      (65)		BB (70,1)		BB    (75)		A    (80,02)		1		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				B           (60,1)		BB     (65)		B    (61,20)		B       (62,30)		B       (62,10)

						Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai SAKIP		1/3  dari jumlah OPD menadapat nilai baik=B, 1/2dari jumlah OPD menadapat nilai B=BB,seluruh OPD nilai A=A
		B           (60,1)		BB          (65)		BB      (70,1)		BB         (75)		A       (80,02)						Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai SAKIP		1/3  dari jumlah OPD menadapat nilai baik=B, 1/2dari jumlah OPD menadapat nilai B=BB,seluruh OPD nilai A=A
		B           (60,1)		BB          (65)		BB      (70,1)		BB           (75)		A       (80,02)

								Nilai LKPPD		Penilaian dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penilaian Propinsi dan dilanjutkan dengan penilaian oleh Kementerian Dalam negeri terhadap kelengkapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi								Nilai LKPPD		Penilaian dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penilaian Propinsi dan dilanjutkan dengan penilaian oleh Kementerian Dalam negeri terhadap kelengkapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi

		2		Terselenggaranya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Melayani				Indek Kepuasan Masyarakat		Total Nilai Indeks Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP)  berbanding total UKPP yang disurvey * 100		78              (Baik)		79              (Baik)		80              (Baik)		81           (Baik)		82           (Baik)								Indek Kepuasan Masyarakat		Total Nilai Indeks Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP)  berbanding total UKPP yang disurvey * 100		78              (Baik)		79              (Baik)		80              (Baik)		81           (Baik)		82           (Baik)

								Standar Pelayanan Minimal		Total Nilai Indeks Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP)  berbanding total UKPP yang disurvey * 100		84.67		86.33		87.83		89.67		92.50		2		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian Dan Pembangunan Daerah				Persentase Keberhasilan Terseenggaranya Kebijakan Ekonomi Dan Pembangunan				70.00		75.00		80.00		90.00		90.00

		3		Meningkatnya Aktivitas Keagamaan Adat Budaya Di Masyarakat				Persentase Aktivitas Kegiatan Keagamaan di Masjid		Jumlah lembaga keagamaan (TPQ, wirid remaja, kampung tahfidz, majelis ta'lim, subuh mubarakah, BP4) dibandingkan dengan lembaga keagamaan yg ada
		38.82		56.58		74.34		90.79		100						Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian		Persentase Terselenggaranya Kebijakan Umum  Sektor Perekonomian Kota Padang Panjang				70.00		75.00		80.00		90.00		90.00

						Meningkatkan Aktivitas Keagamaan Adat Budaya Di Masyarakat		Persentase Aktivitas Kegiatan Keagamaan di Masjid		Jumlah lembaga keagamaan yang aktif/ lembaga keagamaan yg ada x 100		38.82		56.58		74.34		90.79		100		3		Meningkatnya Aktivitas Keagamaan Adat Budaya Di Masyarakat				Persentase Aktivitas Kegiatan Keagamaan di Masjid		Jumlah lembaga keagamaan (TPQ, wirid remaja, kampung tahfidz, majelis ta'lim, subuh mubarakah, BP4) dibandingkan dengan lembaga keagamaan yg ada
		38.82		56.58		74.34		90.79		100

		4		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian Dan Pembangunan Daerah				Persentase Keberhasilan Terseenggaranya Kebijakan Ekonomi Dan Pembangunan				70.00		77.50		80.00		85.00		87.50						Meningkatkan Aktivitas Keagamaan Adat Budaya Di Masyarakat		Persentase Aktivitas Kegiatan Keagamaan di Masjid		Jumlah lembaga keagamaan yang aktif/ lembaga keagamaan yg ada x 100		38.82		56.58		74.34		90.79		100

						Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian		Persentase Terselenggaranya Kebijakan Umum  Sektor Perekonomian Kota Padang Panjang				70		80		85		90		90

						Meningkatnya  Pencapaian Pembangunan Daerah		Persentase Pencapaian Kegiatan Pembangunan				70		75		75		80		85
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REALISASI

2021 2022 2023 2021 2022 2023

Predikat sistim akuntabilitas kinerja 
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				TABEL 2.2

				PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN TAHUN 2023

				SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG



				NO.		INDIKATOR		SPM/ STANDAR NASIONAL		IKK		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN				REALISASI		CATATAN ANALISIS

												2021		2022		2023		2021		2022		2023

				1		Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				Predikat sistim akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		B (61,20)		B(62,30)		B(62,10)		B (70,10)		B (62,30)		B(63,10)

										Nilai Sakip		B (61,20)		B (62,30)		B (62,10)		B (70,10)		B (62,30)		B (63,28)

										Nilai LPPD		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi (3,15)		Sangat Tinggi (3,15)		Belum ada		Sangat Tinggi (3,15)		Sangat Tinggi (3,17)

										Indek Kepuasan Masyarakat		89,07    (Sangat Baik)		89,52   (Sangat Baik)		90,02 (Sangat Baik)		96,12   (Sangat Baik)		89,52 (Sangat Baik)		95,96    (Sangat Baik)

				2		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian				Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian  		80.00		90.00		90.00		93.30		90.00		90.00

				3		Meningkatkan aktifitas keagamaan adat dan budaya di masyarakat				Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid		74.34		90,79		100		67.05		90,79		100

										Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid		74.34		90,79		100		67.05		90,79		100

										Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		-		100		100		-		100		100































review RKPD 2022 (Tabel 2.4)

		TABEL 2.4

		REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

		SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG





		NO		RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										CATATAN PENTING

				PROGRAM/KEGIATAN/          SUB KEGIATAN		LOKASI		INDIKATOR KERJA		TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		LOKASI		INDIKATOR KERJA		TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)

		1		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Nilai LPPD		3,15 nilai		13,628,969,980		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Nilai LPPD		3,15 nilai		13,592,400,380

								Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM		82,90 Angka								Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM		82,90 Angka

								Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan		100%								Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan		100%

								Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		100%								Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		100%

				Administrasi Tata Pemerintahan				Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		100%		305,033,700		Administrasi Tata Pemerintahan				Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		100%		305,033,700

				Penataan Administrasi Pemerintahan				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		2 Dokumen		86,238,000		Penataan Administrasi Pemerintahan				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		2 Dokumen		86,238,000

				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		2 Dokumen		17,870,000		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		2 Dokumen		17,870,000

				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3 Dokumen		200,925,700		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3 Dokumen		200,925,700

				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%		12,692,338,430		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%		12,656,396,980

				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		7 Dokumen		2,300,270,930		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		7 Dokumen		2,274,375,530

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas		3 Dokumen		783,669,400		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas		3 Dokumen		783,669,400

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		1 Dokumen		9,608,398,100		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		1 Dokumen		9,598,352,050

				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana		100%		631,597,850		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana		100%		630,969,700

				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		35 Dokumen		79,578,250		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		35 Dokumen		78,950,250

				Fasilitasi Bantuan Hukum				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		1 Dokumen		498,425,000		Fasilitasi Bantuan Hukum				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		1 Dokumen		498,425,000

				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		2 Dokumen		53,594,600		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		2 Dokumen		53,594,450

		2		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan Kota Padang Panjang		90%		860,938,750		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan Kota Padang Panjang		90%		856,460,800

								Persentase pencapaian kegiatan pembangunan		90%								Persentase pencapaian kegiatan pembangunan		90%

				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian		100%		193,622,800		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian		100%		193,583,700

				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Dokumen		108,671,700		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Dokumen		109,019,400

				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Dokumen		61,913,100		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Dokumen		61,530,400

				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1 Dokumen		23,038,000		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1 Dokumen		23,033,900

				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yang dikeluarkan		100%		371,879,400		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yang dikeluarkan		100%		371,879,400

				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		12 Laporan		371,879,400		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		12 Laporan		371,879,400

				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%		237,659,800		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%		237,654,200

				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		250 Dokumen		48,983,550		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		250 Dokumen		47,029,400

				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		90 Dokumen		87,174,250		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		90 Dokumen		87,469,250

				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		110 Orang		101,502,000		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		110 Orang		103,155,550

				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100%		57,776,750		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100%		53,343,500

				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		1 Dokumen		57,776,750		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		1 Dokumen		53,343,500

		3		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90%		30,576,628,913		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90%		30,617,676,463

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase layanan keuangan perangkat daerah		4 Laporan		14,795,855,113		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase layanan keuangan perangkat daerah		4 Laporan		14,665,251,693

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		106 Orang		14,795,855,113		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		106 Orang		14,665,251,693

				Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		6 Jenis		5,821,348,500		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		6 Jenis		5,628,836,550

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		50,000,000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		50,000,000

								Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		50 Jenis								Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		50 Jenis

				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket		25,000,000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket		25,000,000

								Jumlah peralatan rumah jabatan yang diadakan		10 unit								Jumlah peralatan rumah jabatan yang diadakan		10 unit

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan		48 Jenis		134,236,500		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan		48 Jenis		143,524,750

								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		8 Jenis		33,770,000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		8 Jenis		34,780,800

								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket

				Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah Yang di Fasilitasi		150 Kali		718,335,000		Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah Yang di Fasilitasi		150 Kali		656,085,000

								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		650 Orang/Kali		4,860,007,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		650 Orang/Kali		4,719,446,000

								Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti		2100 Kali								Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti		2100 Kali

								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		80%		483,930,000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		80%		375,150,000

				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit		-		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit		-

				Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				Jumlah kendaraan dinas yang disediakan		1 Unit		-		Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit		-

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit		483,930,000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit		375,150,000

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		100%		1,662,300,200		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		100%		1,631,614,400

				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan		1 Jenis		10,400,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan		1 Jenis		12,400,000

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi		22 Rekening		271,625,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi		22 Rekening		275,025,000

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		2 Jenis		560,905,200		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		2 Jenis		565,114,200

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		13 Orang		819,370,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		13 Orang		779,075,200

								Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		1 Unit								Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		1 Unit

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		100%		2,207,926,000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		100%		2,470,100,700

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		77 Unit		1,888,036,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		77 Unit		1,980,210,700

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		9 Jenis		87,890,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		9 Jenis		87,890,000

								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit		232,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit		402,000,000

				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi		2 Orang		875,610,000		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi		2 Orang		869,610,000

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang		174,160,000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang		174,160,000

				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah		6 Jenis		301,450,000		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah		6 Jenis		295,450,000

								Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket								Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				"Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"		2 Orang		400,000,000		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				"Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"		2 Orang		400,000,000

				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi		3 Objek		3,327,688,400		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi		3 Objek		3,365,431,500

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah		7 Jenis		2,033,284,600		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah		7 Jenis		2,045,627,200

								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		10 Unit								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		10 Unit

								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		13 Jenis								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		13 Jenis

								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		1 Unit								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		1 Unit

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Wakil Kepala Daerah		7 Jenis		1,240,723,800		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Wakil Kepala Daerah		7 Jenis		1,265,624,300

								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		10 Unit								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		10 Unit

								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		4 Unit								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		4 Unit

								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		1 Unit								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		1 Unit

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		2 Jenis		53,680,000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		2 Jenis		54,180,000

								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		1 Paket								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penataan Organisasi				Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik		24 OPD		572,244,200		Penataan Organisasi				Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik		24 OPD		621,359,070

				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		2 Dokumen		114,602,900						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		2 Dokumen		171,048,870

				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Jumlah dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana		5 Dokumen		282,253,800		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Jumlah dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana		5 Dokumen		282,253,700

								Monev Pelayanan Publik		24 OPD								Monev Pelayanan Publik		24 OPD

								Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD		24 OPD								Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD		24 OPD

								Sosialisasi SP4N/LAPOR		88 Orang								Sosialisasi SP4N/LAPOR		88 Orang

								Survey Kepuasan masyarakat		2 Dokumen								Survey Kepuasan masyarakat		2 Dokumen

								Verifikasi SOP		9 OPD								Verifikasi SOP		9 OPD

				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen		175,387,500		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen		168,056,500

				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Persentese Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%		829,726,500		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Persentese Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%		990,322,550

				Fasilitasi Keprotokolan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		1 Dokumen		520,947,800		Fasilitasi Keprotokolan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		1 Dokumen		511,563,850

				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1 Dokumen		71,400,000		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1 Dokumen		80,400,000

				Pendokumentasian Tugas Pimpinan				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Dokumen		237,378,700		Pendokumentasian Tugas Pimpinan				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Dokumen		398,358,700

		TOTAL										45,066,537,643										45,066,537,643





tujuan (Tabel 3.1)

						Tabel 3.1

						Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Sekretaraiat Daerah Kota Padang Panjang



				NO.		TUJUAN 		SASARAN 		PROGRAM		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN 		2022 Sebelum Perubahan		2022 Setelah Perubahan



				1		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah						Predikat sistim akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		B (62,30)		B (62,30)

								Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				Nilai Sakip		B (62,30)		B (62,30)

												Nilai LPPD		Sangat Tinggi (3,15)		Sangat Tinggi (3,15)

												Indek Kepuasan Masyarakat		89,52 (Sangat Baik)		89,52 (Sangat Baik)

										Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Nilai LPPD		Sangat Tinggi (3,15)		Sangat Tinggi (3,15)

												Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM		82.90		82.90

												Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan		100		100

												Peringkat Pengelola JDIHN terbaik Nasional		4		4

												Persentase terselenggaranya kebijakan
/kegiatan sektor pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat		100		100

										Program Perekonomian dan Pembangunan		Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan		90.00		90.00

										Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90		90

				2		Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan						Laju Pertumbuhan Ekonomi
sektor Pertanian, kehutanan
dan perikanan		2.74		2.74

												Laju Pertumbuhan Ekonomi
sektor perdagangan besar dan
eceran		3.00		3.00

												Laju Pertumbuhan Ekonomi
sektor industri pengolahan		0.97		0.97

												Laju Pertumbuhan Ekonomi
sektorPenyediaan Akomodasi
dan Makan Minum		3.87		3.87

								Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian				Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang		90%		90%

										Program Perekonomian dan Pembangunan		Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian  		90%		90%

				3		Meningkatnya aktifitas keagamaan adat dan budaya di masyarakat						Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid		100		100

								Meningkatkan aktifitas keagamaan adat dan budaya di masyarakat				Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid		100		100

										Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		100		100
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		NO		SASARAN STRATEGIS		INIDKATOR KINERJA				TARGET

		(1)		(2)		(3)				(4)

		1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP				B (63,10)

						Nilai LPPD				Sangat Tinggi (3,17)

						Indek Kepuasan Masyarakat				Sangat Baik (90,02)

						Nilai Kabupaten/Kota  Peduli HAM				82,95

						Persentase Produk Hukum yang Disahkan dan Diseberluaskan				100%

						Peringkat Pengelola JDIHN Terbaik Nasional				4

						Persentase Terselenggaranya Kebijakan/Kegiatan Sektor Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				100%

						Persentase Pencapaian Kegiatan Pembangunan				90%

						Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi				90%

		2		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian		Persentase Terselenggaranya Kebijakan Umum Sektor Perekonomian Kota Padang Panjang				90%

		3		Meningkatnya Aktivitas Keagamaan, Adat Dan Budaya Di Masyarakat		Persentase Aktivitas Kegiatan Keagamaan Di Masjid				100%

				PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN				KETERANGAN

						SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		(BERTAMBAH/ BERKURANG)

		1		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		31,343,015,832		28,719,095,367		(2,623,920,465)

		2		Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat		15,438,050,019		14,773,705,769		(664,344,250)

		3		Perekonomian Dan Pembangunan		736,622,400		581,290,370		(155,332,030)
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TC 30 (Tabel 2.2)

				TABEL 2.2

				PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN TAHUN 2022

				SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG





				NO.		INDIKATOR		SPM/ STANDAR NASIONAL		IKK		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS

												2020		2021		2022		2020		2021		2022

				1		Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				Predikat sistim akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		B (65)		B (61,20)		B(62,30)		B (60,80)		B (70,10)		B (62,30)

										Nilai Sakip		B (65)		B (61,20)		B (62,30)		B (60,80)		B (70,10)		B (62,30)

										Nilai LPPD		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi (3,15)		Belum ada		Belum ada		Sangat Tinggi (3,15)

										Indek Kepuasan Masyarakat		79 (baik)		89,07 (Sangat Baik)		89,52 (Sangat Baik)		88,62 (Sangat Baik)		96,12 (Sangat Baik)		89,52 (Sangat Baik)

										Nilai LPPD		-		-		Sangat Tinggi (3,15)		-		-		Sangat Tinggi (3,15)

										Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM		-		-		82.90		-		-		82.90

										Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan		-		-		100		-		-		100

										Peringkat Pengelola JDIHN terbaik Nasional		-		-		4		-		-		4

										Persentase terselenggaranya kebijakan
/kegiatan sektor pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat		-		-		100		-		-		100

										Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan		75.00		80.00		90.00		98.14		98.14		90.00

										Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		-		-		90		-		-		90

				2		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian				Laju Pertumbuhan Ekonomi
sektor Pertanian, kehutanan
dan perikanan		3.17		2.56		2.74		1.29		4.99		2.74

										Laju Pertumbuhan Ekonomi
sektor perdagangan besar dan
eceran		5.24		2.36		3.00		-1.01		3.2		3.00

										Laju Pertumbuhan Ekonomi
sektor industri pengolahan		2.33		0.90		0.97		-2.41		2.44		0.97

										Laju Pertumbuhan Ekonomi
sektor Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum		7.67		3.63		3.87		-12.04		7.38		3.87

										Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang		75.00		80.00		90.00		80.00		93.30		90.00

										Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian  		75.00		80.00		90.00		80.00		93.30		90.00

				3		Meningkatkan aktifitas keagamaan adat dan budaya di masyarakat				Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid		56,58		74.34		90,79		57.35		67.05		90,79

										Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid		56,58		74.34		90,79		57.35		67.05		90,79

										Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		-		-		100		-		-		100





review RKPD 2022 (Tabel 2.4)

		TABEL 2.4

		REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

		SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG





		NO		RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										CATATAN PENTING

				PROGRAM/KEGIATAN/          SUB KEGIATAN		LOKASI		INDIKATOR KERJA		TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		LOKASI		INDIKATOR KERJA		TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)

		1		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Nilai LPPD		3,15 nilai		13,592,400,380		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Nilai LPPD		3,15 nilai		13,606,775,730

								Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM		82,90 Angka								Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM		82,90 Angka

								Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan		100%								Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan		100%

								Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		100%								Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		100%

				Administrasi Tata Pemerintahan				Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		100%		305,033,700		Administrasi Tata Pemerintahan				Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		100%		305,033,700

				Penataan Administrasi Pemerintahan				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		2 Dokumen		86,238,000		Penataan Administrasi Pemerintahan				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		2 Dokumen		86,238,000

				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		2 Dokumen		17,870,000		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		2 Dokumen		17,870,000

				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3 Dokumen		200,925,700		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3 Dokumen		200,925,700

				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%		12,656,396,980		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%		12,670,772,330

				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		7 Dokumen		2,274,375,530		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		7 Dokumen		2,324,375,880

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas		3 Dokumen		783,669,400		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas		3 Dokumen		783,669,400

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		1 Dokumen		9,598,352,050		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		1 Dokumen		9,562,727,050

				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana		100%		630,969,700		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana		100%		630,969,700

				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		35 Dokumen		78,950,250		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		35 Dokumen		78,950,250

				Fasilitasi Bantuan Hukum				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		1 Dokumen		498,425,000		Fasilitasi Bantuan Hukum				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		1 Dokumen		498,425,000

				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		2 Dokumen		53,594,450		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		2 Dokumen		53,594,450

		2		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan Kota Padang Panjang		90%		856,460,800		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan Kota Padang Panjang		90%		856,390,800

								Persentase pencapaian kegiatan pembangunan		90%								Persentase pencapaian kegiatan pembangunan		90%

				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian		100%		193,583,700		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian		100%		193,583,700

				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Dokumen		109,019,400		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Dokumen		109,019,400

				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Dokumen		61,530,400		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Dokumen		61,530,400

				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1 Dokumen		23,033,900		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1 Dokumen		23,033,900

				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yang dikeluarkan		100%		371,879,400		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yang dikeluarkan		100%		371,879,400

				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		12 Laporan		371,879,400		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		12 Laporan		371,879,400

				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%		237,654,200		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%		237,584,200

				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		250 Dokumen		47,029,400		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		250 Dokumen		47,029,400

				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		90 Dokumen		87,469,250		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		90 Dokumen		87,399,250

				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		110 Orang		103,155,550		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		110 Orang		103,155,550

				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100%		53,343,500		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100%		53,343,500

				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		1 Dokumen		53,343,500		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		1 Dokumen		53,343,500

		3		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90%		30,617,676,463		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90%		30,603,370,863

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase layanan keuangan perangkat daerah		4 Laporan		14,665,251,693		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase layanan keuangan perangkat daerah		4 Laporan		14,665,251,693

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		106 Orang		14,665,251,693		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		106 Orang		14,665,251,693

				Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		6 Jenis		5,626,336,550		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		6 Jenis		5,611,290,550

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		50,000,000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		50,000,000

								Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		50 Jenis								Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		50 Jenis

				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket		25,000,000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket		25,000,000

								Jumlah peralatan rumah jabatan yang diadakan		10 unit								Jumlah peralatan rumah jabatan yang diadakan		10 unit

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan		48 Jenis		143,524,750		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan		48 Jenis		143,524,750

								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		8 Jenis		34,780,800		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		8 Jenis		34,780,800

								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket

				Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah Yang di Fasilitasi		150 Kali		656,085,000		Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah Yang di Fasilitasi		150 Kali		656,085,000

								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		650 Orang/Kali		4,716,946,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		650 Orang/Kali		4,701,900,000

								Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti		2100 Kali								Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti		2100 Kali

								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		80%		375,150,000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		80%		375,150,000

				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit		-		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit		-

				Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				Jumlah kendaraan dinas yang disediakan		1 Unit		-		Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit		-

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit		375,150,000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit		375,150,000

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		100%		1,631,614,400		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		100%		1,632,354,800

				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan		1 Jenis		12,400,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan		1 Jenis		12,400,000

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi		22 Rekening		275,025,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi		22 Rekening		275,765,400

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		2 Jenis		565,114,200		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		2 Jenis		565,114,200

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		13 Orang		779,075,200		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		13 Orang		779,075,200

								Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		1 Unit								Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		1 Unit

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		100%		2,470,100,700		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		100%		2,470,100,700

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		77 Unit		1,980,210,700		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		77 Unit		1,980,210,700

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		9 Jenis		87,890,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		9 Jenis		87,890,000

								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit		402,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit		402,000,000

				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi		2 Orang		869,610,000		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi		2 Orang		869,610,000

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang		174,160,000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang		174,160,000

				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah		6 Jenis		295,450,000		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah		6 Jenis		295,450,000

								Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket								Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				"Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"		2 Orang		400,000,000		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				"Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"		2 Orang		400,000,000

				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi		3 Objek		3,367,931,500		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi		3 Objek		3,367,931,500

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah		7 Jenis		2,048,127,200		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah		7 Jenis		2,048,127,200

								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		10 Unit								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		10 Unit

								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		13 Jenis								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		13 Jenis

								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		1 Unit								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		1 Unit

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Wakil Kepala Daerah		7 Jenis		1,265,624,300		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Wakil Kepala Daerah		7 Jenis		1,265,624,300

								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		10 Unit								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		10 Unit

								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		4 Unit								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		4 Unit

								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		1 Unit								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		1 Unit

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		2 Jenis		54,180,000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		2 Jenis		54,180,000

								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		1 Paket								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penataan Organisasi				Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik		24 OPD		621,359,070		Penataan Organisasi				Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik		24 OPD		621,359,070

				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		2 Dokumen		171,048,870						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		2 Dokumen		171,048,870

				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Jumlah dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana		5 Dokumen		282,253,700		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Jumlah dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana		5 Dokumen		282,253,700

								Monev Pelayanan Publik		24 OPD								Monev Pelayanan Publik		24 OPD

								Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD		24 OPD								Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD		24 OPD

								Sosialisasi SP4N/LAPOR		88 Orang								Sosialisasi SP4N/LAPOR		88 Orang

								Survey Kepuasan masyarakat		2 Dokumen								Survey Kepuasan masyarakat		2 Dokumen

								Verifikasi SOP		9 OPD								Verifikasi SOP		9 OPD

				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen		168,056,500		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen		168,056,500

				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Persentese Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%		990,322,550		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Persentese Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%		990,322,550

				Fasilitasi Keprotokolan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		1 Dokumen		511,563,850		Fasilitasi Keprotokolan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		1 Dokumen		511,563,850

				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1 Dokumen		80,400,000		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1 Dokumen		80,400,000

				Pendokumentasian Tugas Pimpinan				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Dokumen		398,358,700		Pendokumentasian Tugas Pimpinan				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Dokumen		398,358,700

		TOTAL										45,066,537,643										45,066,537,393





usulan prog dan keg 2022 (2.5)

		USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

		SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG



		NO		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		LOKASI		INDIKATOR KINERJA		BESARAN/ VOLUME		PAGU ANGGARAN



		1		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Nilai LPPD		3,17 nilai		13,592,400,380

								Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM		82,95 Angka

								Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan		100%

								Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		100%

				Administrasi Tata Pemerintahan				Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		100%		305,033,700

				Penataan Administrasi Pemerintahan				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		2 Dokumen		86,238,000

				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		2 Dokumen		17,870,000

				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3 Dokumen		200,925,700

				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%		12,656,396,980

				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		7 Dokumen		2,274,375,530

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas		3 Dokumen		783,669,400

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas		3 Dokumen		9,598,352,050

				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana		100%		630,969,700

				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		35 Dokumen		78,950,250

				Fasilitasi Bantuan Hukum				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		1 Kasus		498,425,000

				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		2 Dokumen		53,594,450

		2		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan Kota Padang Panjang		90%		856,460,800

								Persentase pencapaian kegiatan pembangunan		90%

				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian		100%		193,583,700

				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Dokumen		109,019,400

				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Laporan		61,530,400

				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1 Dokumen		23,033,900

				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yanag dikeluarkan		100%		371,879,400

				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		12 Laporan		371,879,400

				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%		237,654,200

				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		250 Dokumen		47,029,400

				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		90 Dokumen		87,469,250

				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		110 Orang		103,155,550

				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100%		53,343,500

				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		1 Dokumen		53,343,500

		3		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90 % %		30,617,676,463

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase layanan keuangan perangkat daerah		4 Laporan		14,665,251,693

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		110 Orang/bulan		14,665,251,693

				Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		6 Jenis		5,626,336,550

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		50,000,000

								Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		0 Jenis

				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket		25,000,000

								Jumlah peralatan rumah jabatan yang diadakan		0 unit

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan		0 Jenis		143,524,750

								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		0 Jenis		34,780,800

								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket

				Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah Yang di Fasilitasi		150 Kali		656,085,000

								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		650 Orang/Kali		4,716,946,000

								Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti		0 Kali

								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		80%		375,150,000

				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit

				Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Unit

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit		375,150,000

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		100%		1,631,614,400

				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan		0 Jenis		12,400,000

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi		0 Rekening		275,025,000

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0 Jenis		565,114,200

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		0 Orang		779,075,200

								Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		0 Unit

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		100%		2,470,100,700

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		77 Unit		1,980,210,700

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		9 Jenis		87,890,000

								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit		402,000,000

				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi		2 Orang		869,610,000

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/Bulan		174,160,000

				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah		0 Jenis		295,450,000

								Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				"Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"		2 Orang/Bulan		400,000,000

				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi		3 Objek		3,367,931,500

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah		0 Jenis		2,048,127,200

								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		0 Unit

								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		0 Jenis

								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		0 Unit

								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Wakil Kepala Daerah		0 Jenis		1,265,624,300

								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		0 Unit

								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		0 Unit

								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		0 Unit

								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		0 Jenis		54,180,000

								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penataan Organisasi				Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik		24 OPD		621,359,070

				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi perubahan paradigma manajemen ASN dalam menyikapi sistem merit berdasarkan kelas jabatan		0 Orang		171,048,870

								Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Baku Mutu Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang		0 OPD

								Jumlah OPD yang dilakukan anjab dan ABK		24 OPD

								Perwako tentang kelas jabatan		1 Dokumen

								Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 Dokumen

				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan SOP		0 OPD		282,253,700

								Jumlah unit layanan yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat		0 OPD

								Laporan Survey IKLI		0 Dokumen

								Laporan Survey Kepuasan Masyarakat		0 Dokumen

								Monev Pelayanan Publik		24 OPD

								Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD		24 OPD

								Sosialisasi SP4N/LAPOR		88 Orang

								Survey Kepuasan masyarakat		2 Dokumen

								Verifikasi SOP		9 OPD

								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		5 Laporan

				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen		168,056,500

				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Persentese Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%		990,322,550

				Fasilitasi Keprotokolan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12 Laporan		511,563,850

				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		12 Laporan		80,400,000

				Pendokumentasian Tugas Pimpinan				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12 Laporan		398,358,700

		TOTAL :										45,066,537,643





tujuan (Tabel 3.2)

		Tabel 3.1

		Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023



		NO.		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN 		Tahun 2022				Tahun 2023						Target Akhir Renstra

								Realisasi		Capaian		Target 		Realisasi		Capaian

		1		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP		B (62,30)		B (62,91)		B (63,10)		B (63,28)		100		B (63,10)

		2				Nilai LPPD		3,15           (Sangat Tinggi)		3,28        (Sangat Tinggi)		Sangat Tinggi (3,15)		n/a		-		Sangat Tinggi (3,17)

		3				Indek Kepuasan Masyarakat		89,52       (Sangat Tinggi)		95,33        (Sangat Tinggi)		90,02     (Sangat Tinggi)		95,96     (Sangat Tinggi)		100.00		90,02 (Sangat Tinggi)

						Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM		100		100		82.95		n/a				82.95

						Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan		100		100		100		100				100

						Peringkat Pengelola JDIHN terbaik Nasional		100		100		4		6				4

						Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		98.06		98.06		100		100				100

						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90		90		90		100				90

		2		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian		Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian  		4.35		4.35		90		90				90

		3		Meningkatkan Aktifitas Keagamaan Adat dan Budaya di Masyarakat		Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		100		100		100		100				100
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TC 30 (Tabel 2.2)

				TABEL 2.2

				PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN TAHUN 2022

				SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG





				NO.		INDIKATOR		SPM/ STANDAR NASIONAL		IKK		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS

												2020		2021		2022		2020		2021		2022

				1		Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				Predikat sistim akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		B (65)		B (61,20)		B(62,30)		B (60,80)		B (70,10)		B (62,30)

										Nilai Sakip		B (65)		B (61,20)		B (62,30)		B (60,80)		B (70,10)		B (62,30)

										Nilai LPPD		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi (3,15)		Belum ada		Belum ada		Sangat Tinggi (3,15)

										Indek Kepuasan Masyarakat		79 (baik)		89,07 (Sangat Baik)		89,52 (Sangat Baik)		88,62 (Sangat Baik)		96,12 (Sangat Baik)		89,52 (Sangat Baik)

										Nilai LPPD		-		-		Sangat Tinggi (3,15)		-		-		Sangat Tinggi (3,15)

										Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM		-		-		82.90		-		-		82.90

										Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan		-		-		100		-		-		100

										Peringkat Pengelola JDIHN terbaik Nasional		-		-		4		-		-		4

										Persentase terselenggaranya kebijakan
/kegiatan sektor pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat		-		-		100		-		-		100

										Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan		75.00		80.00		90.00		98.14		98.14		90.00

										Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		-		-		90		-		-		90

				2		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian				Laju Pertumbuhan Ekonomi
sektor Pertanian, kehutanan
dan perikanan		3.17		2.56		2.74		1.29		4.99		2.74

										Laju Pertumbuhan Ekonomi
sektor perdagangan besar dan
eceran		5.24		2.36		3.00		-1.01		3.2		3.00

										Laju Pertumbuhan Ekonomi
sektor industri pengolahan		2.33		0.90		0.97		-2.41		2.44		0.97

										Laju Pertumbuhan Ekonomi
sektor Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum		7.67		3.63		3.87		-12.04		7.38		3.87

										Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang		75.00		80.00		90.00		80.00		93.30		90.00

										Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian  		75.00		80.00		90.00		80.00		93.30		90.00

				3		Meningkatkan aktifitas keagamaan adat dan budaya di masyarakat				Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid		56,58		74.34		90,79		57.35		67.05		90,79

										Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid		56,58		74.34		90,79		57.35		67.05		90,79

										Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		-		-		100		-		-		100





review RKPD 2022 (Tabel 2.4)

		TABEL 2.4

		REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

		SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG





		NO		RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										CATATAN PENTING

				PROGRAM/KEGIATAN/          SUB KEGIATAN		LOKASI		INDIKATOR KERJA		TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		LOKASI		INDIKATOR KERJA		TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)

		1		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Nilai LPPD		3,15 nilai		13,592,400,380		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Nilai LPPD		3,15 nilai		13,606,775,730

								Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM		82,90 Angka								Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM		82,90 Angka

								Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan		100%								Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan		100%

								Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		100%								Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		100%

				Administrasi Tata Pemerintahan				Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		100%		305,033,700		Administrasi Tata Pemerintahan				Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		100%		305,033,700

				Penataan Administrasi Pemerintahan				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		2 Dokumen		86,238,000		Penataan Administrasi Pemerintahan				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		2 Dokumen		86,238,000

				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		2 Dokumen		17,870,000		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		2 Dokumen		17,870,000

				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3 Dokumen		200,925,700		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3 Dokumen		200,925,700

				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%		12,656,396,980		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%		12,670,772,330

				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		7 Dokumen		2,274,375,530		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		7 Dokumen		2,324,375,880

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas		3 Dokumen		783,669,400		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas		3 Dokumen		783,669,400

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		1 Dokumen		9,598,352,050		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		1 Dokumen		9,562,727,050

				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana		100%		630,969,700		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana		100%		630,969,700

				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		35 Dokumen		78,950,250		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		35 Dokumen		78,950,250

				Fasilitasi Bantuan Hukum				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		1 Dokumen		498,425,000		Fasilitasi Bantuan Hukum				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		1 Dokumen		498,425,000

				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		2 Dokumen		53,594,450		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		2 Dokumen		53,594,450

		2		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan Kota Padang Panjang		90%		856,460,800		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan Kota Padang Panjang		90%		856,390,800

								Persentase pencapaian kegiatan pembangunan		90%								Persentase pencapaian kegiatan pembangunan		90%

				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian		100%		193,583,700		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian		100%		193,583,700

				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Dokumen		109,019,400		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Dokumen		109,019,400

				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Dokumen		61,530,400		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Dokumen		61,530,400

				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1 Dokumen		23,033,900		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1 Dokumen		23,033,900

				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yang dikeluarkan		100%		371,879,400		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yang dikeluarkan		100%		371,879,400

				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		12 Laporan		371,879,400		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		12 Laporan		371,879,400

				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%		237,654,200		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%		237,584,200

				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		250 Dokumen		47,029,400		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		250 Dokumen		47,029,400

				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		90 Dokumen		87,469,250		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		90 Dokumen		87,399,250

				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		110 Orang		103,155,550		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		110 Orang		103,155,550

				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100%		53,343,500		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100%		53,343,500

				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		1 Dokumen		53,343,500		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		1 Dokumen		53,343,500

		3		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90%		30,617,676,463		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90%		30,603,370,863

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase layanan keuangan perangkat daerah		4 Laporan		14,665,251,693		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase layanan keuangan perangkat daerah		4 Laporan		14,665,251,693

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		106 Orang		14,665,251,693		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		106 Orang		14,665,251,693

				Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		6 Jenis		5,626,336,550		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		6 Jenis		5,611,290,550

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		50,000,000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		50,000,000

								Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		50 Jenis								Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		50 Jenis

				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket		25,000,000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket		25,000,000

								Jumlah peralatan rumah jabatan yang diadakan		10 unit								Jumlah peralatan rumah jabatan yang diadakan		10 unit

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan		48 Jenis		143,524,750		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan		48 Jenis		143,524,750

								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		8 Jenis		34,780,800		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		8 Jenis		34,780,800

								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket

				Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah Yang di Fasilitasi		150 Kali		656,085,000		Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah Yang di Fasilitasi		150 Kali		656,085,000

								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		650 Orang/Kali		4,716,946,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		650 Orang/Kali		4,701,900,000

								Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti		2100 Kali								Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti		2100 Kali

								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		80%		375,150,000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		80%		375,150,000

				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit		-		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit		-

				Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				Jumlah kendaraan dinas yang disediakan		1 Unit		-		Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit		-

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit		375,150,000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit		375,150,000

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		100%		1,631,614,400		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		100%		1,632,354,800

				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan		1 Jenis		12,400,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan		1 Jenis		12,400,000

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi		22 Rekening		275,025,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi		22 Rekening		275,765,400

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		2 Jenis		565,114,200		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		2 Jenis		565,114,200

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		13 Orang		779,075,200		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		13 Orang		779,075,200

								Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		1 Unit								Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		1 Unit

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		100%		2,470,100,700		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		100%		2,470,100,700

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		77 Unit		1,980,210,700		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		77 Unit		1,980,210,700

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		9 Jenis		87,890,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		9 Jenis		87,890,000

								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit		402,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit		402,000,000

				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi		2 Orang		869,610,000		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi		2 Orang		869,610,000

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang		174,160,000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang		174,160,000

				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah		6 Jenis		295,450,000		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah		6 Jenis		295,450,000

								Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket								Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				"Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"		2 Orang		400,000,000		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				"Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"		2 Orang		400,000,000

				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi		3 Objek		3,367,931,500		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi		3 Objek		3,367,931,500

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah		7 Jenis		2,048,127,200		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah		7 Jenis		2,048,127,200

								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		10 Unit								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		10 Unit

								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		13 Jenis								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		13 Jenis

								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		1 Unit								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		1 Unit

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Wakil Kepala Daerah		7 Jenis		1,265,624,300		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Wakil Kepala Daerah		7 Jenis		1,265,624,300

								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		10 Unit								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		10 Unit

								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		4 Unit								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		4 Unit

								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		1 Unit								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		1 Unit

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		2 Jenis		54,180,000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		2 Jenis		54,180,000

								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		1 Paket								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penataan Organisasi				Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik		24 OPD		621,359,070		Penataan Organisasi				Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik		24 OPD		621,359,070

				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		2 Dokumen		171,048,870						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		2 Dokumen		171,048,870

				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Jumlah dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana		5 Dokumen		282,253,700		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Jumlah dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana		5 Dokumen		282,253,700

								Monev Pelayanan Publik		24 OPD								Monev Pelayanan Publik		24 OPD

								Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD		24 OPD								Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD		24 OPD

								Sosialisasi SP4N/LAPOR		88 Orang								Sosialisasi SP4N/LAPOR		88 Orang

								Survey Kepuasan masyarakat		2 Dokumen								Survey Kepuasan masyarakat		2 Dokumen

								Verifikasi SOP		9 OPD								Verifikasi SOP		9 OPD

				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen		168,056,500		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen		168,056,500

				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Persentese Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%		990,322,550		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Persentese Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%		990,322,550

				Fasilitasi Keprotokolan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		1 Dokumen		511,563,850		Fasilitasi Keprotokolan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		1 Dokumen		511,563,850

				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1 Dokumen		80,400,000		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1 Dokumen		80,400,000

				Pendokumentasian Tugas Pimpinan				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Dokumen		398,358,700		Pendokumentasian Tugas Pimpinan				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Dokumen		398,358,700

		TOTAL										45,066,537,643										45,066,537,393





usulan prog dan keg 2022 (2.5)

		USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

		SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG



		NO		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		LOKASI		INDIKATOR KINERJA		BESARAN/ VOLUME		PAGU ANGGARAN



		1		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Nilai LPPD		3,17 nilai		13,592,400,380

								Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM		82,95 Angka

								Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan		100%

								Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		100%

				Administrasi Tata Pemerintahan				Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		100%		305,033,700

				Penataan Administrasi Pemerintahan				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		2 Dokumen		86,238,000

				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		2 Dokumen		17,870,000

				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3 Dokumen		200,925,700

				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%		12,656,396,980

				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		7 Dokumen		2,274,375,530

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas		3 Dokumen		783,669,400

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas		3 Dokumen		9,598,352,050

				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana		100%		630,969,700

				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		35 Dokumen		78,950,250

				Fasilitasi Bantuan Hukum				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		1 Kasus		498,425,000

				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		2 Dokumen		53,594,450

		2		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan Kota Padang Panjang		90%		856,460,800

								Persentase pencapaian kegiatan pembangunan		90%

				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian		100%		193,583,700

				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Dokumen		109,019,400

				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Laporan		61,530,400

				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1 Dokumen		23,033,900

				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yanag dikeluarkan		100%		371,879,400

				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		12 Laporan		371,879,400

				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%		237,654,200

				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		250 Dokumen		47,029,400

				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		90 Dokumen		87,469,250

				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		110 Orang		103,155,550

				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100%		53,343,500

				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		1 Dokumen		53,343,500

		3		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90 % %		30,617,676,463

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase layanan keuangan perangkat daerah		4 Laporan		14,665,251,693

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		110 Orang/bulan		14,665,251,693

				Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		6 Jenis		5,626,336,550

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		50,000,000

								Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		0 Jenis

				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket		25,000,000

								Jumlah peralatan rumah jabatan yang diadakan		0 unit

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan		0 Jenis		143,524,750

								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		0 Jenis		34,780,800

								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket

				Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah Yang di Fasilitasi		150 Kali		656,085,000

								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		650 Orang/Kali		4,716,946,000

								Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti		0 Kali

								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		80%		375,150,000

				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit

				Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Unit

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit		375,150,000

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		100%		1,631,614,400

				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan		0 Jenis		12,400,000

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi		0 Rekening		275,025,000

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0 Jenis		565,114,200

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		0 Orang		779,075,200

								Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		0 Unit

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		100%		2,470,100,700

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		77 Unit		1,980,210,700

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		9 Jenis		87,890,000

								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit		402,000,000

				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi		2 Orang		869,610,000

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/Bulan		174,160,000

				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah		0 Jenis		295,450,000

								Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				"Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"		2 Orang/Bulan		400,000,000

				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi		3 Objek		3,367,931,500

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah		0 Jenis		2,048,127,200

								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		0 Unit

								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		0 Jenis

								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		0 Unit

								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Wakil Kepala Daerah		0 Jenis		1,265,624,300

								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		0 Unit

								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		0 Unit

								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		0 Unit

								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		0 Jenis		54,180,000

								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penataan Organisasi				Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik		24 OPD		621,359,070

				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi perubahan paradigma manajemen ASN dalam menyikapi sistem merit berdasarkan kelas jabatan		0 Orang		171,048,870

								Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Baku Mutu Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang		0 OPD

								Jumlah OPD yang dilakukan anjab dan ABK		24 OPD

								Perwako tentang kelas jabatan		1 Dokumen

								Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 Dokumen

				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan SOP		0 OPD		282,253,700

								Jumlah unit layanan yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat		0 OPD

								Laporan Survey IKLI		0 Dokumen

								Laporan Survey Kepuasan Masyarakat		0 Dokumen

								Monev Pelayanan Publik		24 OPD

								Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD		24 OPD

								Sosialisasi SP4N/LAPOR		88 Orang

								Survey Kepuasan masyarakat		2 Dokumen

								Verifikasi SOP		9 OPD

								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		5 Laporan

				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen		168,056,500

				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Persentese Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%		990,322,550

				Fasilitasi Keprotokolan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12 Laporan		511,563,850

				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		12 Laporan		80,400,000

				Pendokumentasian Tugas Pimpinan				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12 Laporan		398,358,700

		TOTAL :										45,066,537,643





tujuan (Tabel 3.2)

		Tabel 3.1

		Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023



		NO.		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN 		Tahun 2022				Tahun 2023						Target Akhir Renstra

								Realisasi		Capaian		Target 		Realisasi		Capaian

		1		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP		B (62,30)		B (62,91)		B (63,10)		B (63,28)		100		B (63,10)

		2				Nilai LPPD		3,15           (Sangat Tinggi)		3,28        (Sangat Tinggi)		Sangat Tinggi (3,15)		n/a		-		Sangat Tinggi (3,17)

		3				Indek Kepuasan Masyarakat		89,52       (Sangat Tinggi)		95,33        (Sangat Tinggi)		90,02     (Sangat Tinggi)		95,96     (Sangat Tinggi)		100.00		90,02 (Sangat Tinggi)

						Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM		100		100		82.95		n/a				82.95

						Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan		100		100		100		100				100

						Peringkat Pengelola JDIHN terbaik Nasional		100		100		4		6				4

						Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		98.06		98.06		100		100				100

						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90		90		90		100				90

		2		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian		Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian  		100		100		90		90		100		90

		3		Meningkatkan Aktifitas Keagamaan Adat dan Budaya di Masyarakat		Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		100		100		100		100				100
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TC 30 (Tabel 2.2)

				TABEL 2.2

				PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN TAHUN 2022

				SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG





				NO.		INDIKATOR		SPM/ STANDAR NASIONAL		IKK		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS

												2020		2021		2022		2020		2021		2022

				1		Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				Predikat sistim akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		B (65)		B (61,20)		B(62,30)		B (60,80)		B (70,10)		B (62,30)

										Nilai Sakip		B (65)		B (61,20)		B (62,30)		B (60,80)		B (70,10)		B (62,30)

										Nilai LPPD		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi (3,15)		Belum ada		Belum ada		Sangat Tinggi (3,15)

										Indek Kepuasan Masyarakat		79 (baik)		89,07 (Sangat Baik)		89,52 (Sangat Baik)		88,62 (Sangat Baik)		96,12 (Sangat Baik)		89,52 (Sangat Baik)

										Nilai LPPD		-		-		Sangat Tinggi (3,15)		-		-		Sangat Tinggi (3,15)

										Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM		-		-		82.90		-		-		82.90

										Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan		-		-		100		-		-		100

										Peringkat Pengelola JDIHN terbaik Nasional		-		-		4		-		-		4

										Persentase terselenggaranya kebijakan
/kegiatan sektor pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat		-		-		100		-		-		100

										Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan		75.00		80.00		90.00		98.14		98.14		90.00

										Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		-		-		90		-		-		90

				2		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian				Laju Pertumbuhan Ekonomi
sektor Pertanian, kehutanan
dan perikanan		3.17		2.56		2.74		1.29		4.99		2.74

										Laju Pertumbuhan Ekonomi
sektor perdagangan besar dan
eceran		5.24		2.36		3.00		-1.01		3.2		3.00

										Laju Pertumbuhan Ekonomi
sektor industri pengolahan		2.33		0.90		0.97		-2.41		2.44		0.97

										Laju Pertumbuhan Ekonomi
sektor Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum		7.67		3.63		3.87		-12.04		7.38		3.87

										Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang		75.00		80.00		90.00		80.00		93.30		90.00

										Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian  		75.00		80.00		90.00		80.00		93.30		90.00

				3		Meningkatkan aktifitas keagamaan adat dan budaya di masyarakat				Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid		56,58		74.34		90,79		57.35		67.05		90,79

										Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid		56,58		74.34		90,79		57.35		67.05		90,79

										Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		-		-		100		-		-		100





review RKPD 2022 (Tabel 2.4)

		TABEL 2.4

		REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

		SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG





		NO		RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										CATATAN PENTING

				PROGRAM/KEGIATAN/          SUB KEGIATAN		LOKASI		INDIKATOR KERJA		TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		LOKASI		INDIKATOR KERJA		TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)

		1		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Nilai LPPD		3,15 nilai		13,592,400,380		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Nilai LPPD		3,15 nilai		13,606,775,730

								Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM		82,90 Angka								Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM		82,90 Angka

								Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan		100%								Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan		100%

								Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		100%								Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		100%

				Administrasi Tata Pemerintahan				Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		100%		305,033,700		Administrasi Tata Pemerintahan				Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		100%		305,033,700

				Penataan Administrasi Pemerintahan				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		2 Dokumen		86,238,000		Penataan Administrasi Pemerintahan				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		2 Dokumen		86,238,000

				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		2 Dokumen		17,870,000		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		2 Dokumen		17,870,000

				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3 Dokumen		200,925,700		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3 Dokumen		200,925,700

				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%		12,656,396,980		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%		12,670,772,330

				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		7 Dokumen		2,274,375,530		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		7 Dokumen		2,324,375,880

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas		3 Dokumen		783,669,400		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas		3 Dokumen		783,669,400

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		1 Dokumen		9,598,352,050		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		1 Dokumen		9,562,727,050

				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana		100%		630,969,700		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana		100%		630,969,700

				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		35 Dokumen		78,950,250		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		35 Dokumen		78,950,250

				Fasilitasi Bantuan Hukum				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		1 Dokumen		498,425,000		Fasilitasi Bantuan Hukum				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		1 Dokumen		498,425,000

				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		2 Dokumen		53,594,450		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		2 Dokumen		53,594,450

		2		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan Kota Padang Panjang		90%		856,460,800		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan Kota Padang Panjang		90%		856,390,800

								Persentase pencapaian kegiatan pembangunan		90%								Persentase pencapaian kegiatan pembangunan		90%

				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian		100%		193,583,700		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian		100%		193,583,700

				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Dokumen		109,019,400		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Dokumen		109,019,400

				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Dokumen		61,530,400		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Dokumen		61,530,400

				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1 Dokumen		23,033,900		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1 Dokumen		23,033,900

				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yang dikeluarkan		100%		371,879,400		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yang dikeluarkan		100%		371,879,400

				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		12 Laporan		371,879,400		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		12 Laporan		371,879,400

				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%		237,654,200		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%		237,584,200

				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		250 Dokumen		47,029,400		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		250 Dokumen		47,029,400

				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		90 Dokumen		87,469,250		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		90 Dokumen		87,399,250

				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		110 Orang		103,155,550		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		110 Orang		103,155,550

				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100%		53,343,500		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100%		53,343,500

				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		1 Dokumen		53,343,500		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		1 Dokumen		53,343,500

		3		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90%		30,617,676,463		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90%		30,603,370,863

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase layanan keuangan perangkat daerah		4 Laporan		14,665,251,693		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase layanan keuangan perangkat daerah		4 Laporan		14,665,251,693

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		106 Orang		14,665,251,693		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		106 Orang		14,665,251,693

				Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		6 Jenis		5,626,336,550		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		6 Jenis		5,611,290,550

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		50,000,000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		50,000,000

								Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		50 Jenis								Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		50 Jenis

				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket		25,000,000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket		25,000,000

								Jumlah peralatan rumah jabatan yang diadakan		10 unit								Jumlah peralatan rumah jabatan yang diadakan		10 unit

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan		48 Jenis		143,524,750		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan		48 Jenis		143,524,750

								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		8 Jenis		34,780,800		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		8 Jenis		34,780,800

								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket

				Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah Yang di Fasilitasi		150 Kali		656,085,000		Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah Yang di Fasilitasi		150 Kali		656,085,000

								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		650 Orang/Kali		4,716,946,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		650 Orang/Kali		4,701,900,000

								Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti		2100 Kali								Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti		2100 Kali

								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		80%		375,150,000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		80%		375,150,000

				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit		-		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit		-

				Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				Jumlah kendaraan dinas yang disediakan		1 Unit		-		Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit		-

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit		375,150,000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit		375,150,000

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		100%		1,631,614,400		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		100%		1,632,354,800

				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan		1 Jenis		12,400,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan		1 Jenis		12,400,000

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi		22 Rekening		275,025,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi		22 Rekening		275,765,400

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		2 Jenis		565,114,200		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		2 Jenis		565,114,200

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		13 Orang		779,075,200		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		13 Orang		779,075,200

								Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		1 Unit								Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		1 Unit

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		100%		2,470,100,700		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		100%		2,470,100,700

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		77 Unit		1,980,210,700		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		77 Unit		1,980,210,700

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		9 Jenis		87,890,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		9 Jenis		87,890,000

								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit		402,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit		402,000,000

				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi		2 Orang		869,610,000		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi		2 Orang		869,610,000

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang		174,160,000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang		174,160,000

				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah		6 Jenis		295,450,000		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah		6 Jenis		295,450,000

								Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket								Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				"Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"		2 Orang		400,000,000		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				"Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"		2 Orang		400,000,000

				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi		3 Objek		3,367,931,500		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi		3 Objek		3,367,931,500

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah		7 Jenis		2,048,127,200		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah		7 Jenis		2,048,127,200

								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		10 Unit								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		10 Unit

								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		13 Jenis								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		13 Jenis

								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		1 Unit								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		1 Unit

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Wakil Kepala Daerah		7 Jenis		1,265,624,300		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Wakil Kepala Daerah		7 Jenis		1,265,624,300

								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		10 Unit								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		10 Unit

								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		4 Unit								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		4 Unit

								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		1 Unit								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		1 Unit

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		2 Jenis		54,180,000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		2 Jenis		54,180,000

								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		1 Paket								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penataan Organisasi				Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik		24 OPD		621,359,070		Penataan Organisasi				Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik		24 OPD		621,359,070

				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		2 Dokumen		171,048,870						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		2 Dokumen		171,048,870

				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Jumlah dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana		5 Dokumen		282,253,700		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Jumlah dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana		5 Dokumen		282,253,700

								Monev Pelayanan Publik		24 OPD								Monev Pelayanan Publik		24 OPD

								Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD		24 OPD								Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD		24 OPD

								Sosialisasi SP4N/LAPOR		88 Orang								Sosialisasi SP4N/LAPOR		88 Orang

								Survey Kepuasan masyarakat		2 Dokumen								Survey Kepuasan masyarakat		2 Dokumen

								Verifikasi SOP		9 OPD								Verifikasi SOP		9 OPD

				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen		168,056,500		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen		168,056,500

				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Persentese Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%		990,322,550		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Persentese Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%		990,322,550

				Fasilitasi Keprotokolan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		1 Dokumen		511,563,850		Fasilitasi Keprotokolan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		1 Dokumen		511,563,850

				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1 Dokumen		80,400,000		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1 Dokumen		80,400,000

				Pendokumentasian Tugas Pimpinan				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Dokumen		398,358,700		Pendokumentasian Tugas Pimpinan				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Dokumen		398,358,700

		TOTAL										45,066,537,643										45,066,537,393





usulan prog dan keg 2022 (2.5)

		USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

		SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG



		NO		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		LOKASI		INDIKATOR KINERJA		BESARAN/ VOLUME		PAGU ANGGARAN



		1		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Nilai LPPD		3,17 nilai		13,592,400,380

								Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM		82,95 Angka

								Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan		100%

								Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		100%

				Administrasi Tata Pemerintahan				Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		100%		305,033,700

				Penataan Administrasi Pemerintahan				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		2 Dokumen		86,238,000

				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		2 Dokumen		17,870,000

				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3 Dokumen		200,925,700

				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%		12,656,396,980

				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		7 Dokumen		2,274,375,530

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas		3 Dokumen		783,669,400

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas		3 Dokumen		9,598,352,050

				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana		100%		630,969,700

				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		35 Dokumen		78,950,250

				Fasilitasi Bantuan Hukum				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		1 Kasus		498,425,000

				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		2 Dokumen		53,594,450

		2		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan Kota Padang Panjang		90%		856,460,800

								Persentase pencapaian kegiatan pembangunan		90%

				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian		100%		193,583,700

				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Dokumen		109,019,400

				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Laporan		61,530,400

				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1 Dokumen		23,033,900

				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yanag dikeluarkan		100%		371,879,400

				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		12 Laporan		371,879,400

				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%		237,654,200

				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		250 Dokumen		47,029,400

				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		90 Dokumen		87,469,250

				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		110 Orang		103,155,550

				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100%		53,343,500

				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		1 Dokumen		53,343,500

		3		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90 % %		30,617,676,463

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase layanan keuangan perangkat daerah		4 Laporan		14,665,251,693

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		110 Orang/bulan		14,665,251,693

				Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		6 Jenis		5,626,336,550

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		50,000,000

								Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		0 Jenis

				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket		25,000,000

								Jumlah peralatan rumah jabatan yang diadakan		0 unit

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan		0 Jenis		143,524,750

								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		0 Jenis		34,780,800

								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket

				Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah Yang di Fasilitasi		150 Kali		656,085,000

								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		650 Orang/Kali		4,716,946,000

								Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti		0 Kali

								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		80%		375,150,000

				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit

				Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Unit

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit		375,150,000

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		100%		1,631,614,400

				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan		0 Jenis		12,400,000

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi		0 Rekening		275,025,000

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0 Jenis		565,114,200

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		0 Orang		779,075,200

								Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		0 Unit

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		100%		2,470,100,700

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		77 Unit		1,980,210,700

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		9 Jenis		87,890,000

								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit		402,000,000

				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi		2 Orang		869,610,000

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/Bulan		174,160,000

				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah		0 Jenis		295,450,000

								Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				"Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"		2 Orang/Bulan		400,000,000

				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi		3 Objek		3,367,931,500

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah		0 Jenis		2,048,127,200

								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		0 Unit

								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		0 Jenis

								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		0 Unit

								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Wakil Kepala Daerah		0 Jenis		1,265,624,300

								Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara		0 Unit

								Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		0 Unit

								Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		0 Unit

								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		0 Jenis		54,180,000

								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		1 Paket

				Penataan Organisasi				Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik		24 OPD		621,359,070

				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi perubahan paradigma manajemen ASN dalam menyikapi sistem merit berdasarkan kelas jabatan		0 Orang		171,048,870

								Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Baku Mutu Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang		0 OPD

								Jumlah OPD yang dilakukan anjab dan ABK		24 OPD

								Perwako tentang kelas jabatan		1 Dokumen

								Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 Dokumen

				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan SOP		0 OPD		282,253,700

								Jumlah unit layanan yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat		0 OPD

								Laporan Survey IKLI		0 Dokumen

								Laporan Survey Kepuasan Masyarakat		0 Dokumen

								Monev Pelayanan Publik		24 OPD

								Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD		24 OPD

								Sosialisasi SP4N/LAPOR		88 Orang

								Survey Kepuasan masyarakat		2 Dokumen

								Verifikasi SOP		9 OPD

								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		5 Laporan

				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen		168,056,500

				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Persentese Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%		990,322,550

				Fasilitasi Keprotokolan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12 Laporan		511,563,850

				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		12 Laporan		80,400,000

				Pendokumentasian Tugas Pimpinan				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12 Laporan		398,358,700

		TOTAL :										45,066,537,643





tujuan (Tabel 3.2)

		Tabel 3.1

		Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023



		NO.		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN 		Tahun 2022				Tahun 2023						Target Akhir Renstra

								Realisasi		Capaian		Target 		Realisasi		Capaian

		1		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP		B (62,30)		B (62,91)		B (63,10)		B (63,28)		100		B (63,10)

		2				Nilai LPPD		3,15           (Sangat Tinggi)		3,28        (Sangat Tinggi)		Sangat Tinggi (3,15)		n/a		-		Sangat Tinggi (3,17)

		3				Indek Kepuasan Masyarakat		89,52       (Sangat Tinggi)		95,33        (Sangat Tinggi)		90,02     (Sangat Tinggi)		95,96     (Sangat Tinggi)		100.00		90,02 (Sangat Tinggi)

						Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM		100		100		82.95		n/a				82.95

						Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan		100		100		100		100				100

						Peringkat Pengelola JDIHN terbaik Nasional		100		100		4		6				4

						Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		98.06		98.06		100		100				100

						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90		90		90		100				90

		2		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian		Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian  		100		100		90		90		100		90

		3		Meningkatkan Aktifitas Keagamaan Adat dan Budaya di Masyarakat		Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat		91.66		100		100		100		100		100
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BELANJA LANGSUNG 44.074.091.506            40.873.273.990    92,74 

I Program penunjang urusan pemerintah daerah 

kabupaten /kota

28.719.095.367            27.524.304.867    95,84 

A Administrasi keuangan perangkat daerah 14.075.534.207            13.928.747.712    98,96 

1Penyediaan Gaji dan Tunjanga ASN 14.075.534.207            13.928.747.712    98,96 

B Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.631.056.100                5.507.389.490    97,80 

2Penyediaan komponen Instansi Listrik/Penerangan 

Bangunan kantor

50.000.000                          49.942.175    99,88 

3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000                          19.449.450    77,80 

4Penyediaan Bahan Logistik Kantor 128.348.200                      111.765.240    87,08 

5Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.045.900                          22.448.050    70,05 

6Fasilitas Kunjungan Tamu 1.061.500.000                1.005.693.125    94,74 

7Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.334.162.000                4.298.091.450    99,17 

D Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah 

daerah

        1.775.032.960   1.660.717.708,60    93,56 

8Penyediaan jasa surat menyurat 10.600.000                          10.325.800    97,41 

9Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 333.117.500                      318.405.298    95,58 

10Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 624.507.860                 549.220.961,71    87,94 

11Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 806.807.600                 782.765.648,89    97,02 

E Pemeliharaan barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintah daerah

2.579.397.200           2.261.852.017,40    87,69 

12Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan 

pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan 

dinas jabatan 

2.299.247.200           2.026.606.367,40    88,14 

13Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 68.150.000                          36.693.750    53,84 

14Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan 

lainnya

212.000.000                      198.551.900    93,66 

F Administrasi keuangan dan operasional kepala 

daerah dan wakil kepala daerah

806.270.000                      782.797.201    97,09 

15Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah  dan wakil 

kepala daerah 

174.170.000                      153.759.742    88,28 

16Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah

232.100.000                      231.188.000    99,61 

17Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah 

dan wakil kepala daerah

400.000.000                      397.849.459    99,46 

G Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2.599.216.780                2.225.304.193    85,61 

18Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 1.767.014.780                1.500.188.989    84,90 

19Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala 

Daerah

801.031.000                      704.700.414    87,97 

20Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat 

Daerah

31.171.000                          20.414.790    65,49 

H Penataan organisasi            425.707.300           365.175.115    85,78 

21Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan 71.029.350                          58.746.605    82,71 

22Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana 214.565.600                      194.445.668    90,62 

23Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi 140.112.350                      111.982.842    79,92 
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		1		2		3		4		5

				BELANJA LANGSUNG		44,074,091,506		40,873,273,990		92.74

		I		Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten /kota		28,719,095,367		27,524,304,867		95.84

		A		Administrasi keuangan perangkat daerah		14,075,534,207		13,928,747,712		98.96

		1		Penyediaan Gaji dan Tunjanga ASN		14,075,534,207		13,928,747,712		98.96

		B		Administrasi Umum Perangkat Daerah		5,631,056,100		5,507,389,490		97.80

		2		Penyediaan komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor		50,000,000		49,942,175		99.88

		3		 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		25,000,000		19,449,450		77.80

		4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		128,348,200		111,765,240		87.08

		5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		32,045,900		22,448,050		70.05

		6		Fasilitas Kunjungan Tamu		1,061,500,000		1,005,693,125		94.74

		7		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		4,334,162,000		4,298,091,450		99.17

		D		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		1,775,032,960		1,660,717,708.60		93.56

		8		Penyediaan jasa surat menyurat		10,600,000		10,325,800		97.41

		9		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		333,117,500		318,405,298		95.58

		10		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		624,507,860		549,220,961.71		87.94

		11		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		806,807,600		782,765,648.89		97.02

		E		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		2,579,397,200		2,261,852,017.40		87.69

		12		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 		2,299,247,200		2,026,606,367.40		88.14

		13		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		68,150,000		36,693,750		53.84

		14		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		212,000,000		198,551,900		93.66

		F		Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah		806,270,000		782,797,201		97.09

		15		Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah  dan wakil kepala daerah 		174,170,000		153,759,742		88.28

		16		Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah		232,100,000		231,188,000		99.61

		17		Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah		400,000,000		397,849,459		99.46

		G		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		2,599,216,780		2,225,304,193		85.61

		18		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		1,767,014,780		1,500,188,989		84.90

		19		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		801,031,000		704,700,414		87.97

		20		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		31,171,000		20,414,790		65.49

		H		Penataan organisasi		425,707,300		365,175,115		85.78

		21		Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan		71,029,350		58,746,605		82.71

		22		Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana		214,565,600		194,445,668		90.62

		23		Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi		140,112,350		111,982,842		79.92

		H		Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan		826,880,820		792,321,430		95.82

		24		Fasilitasi keprotokolan		554,750,220		532,529,630		95.99

		25		Fasilitasi komunikasi pimpinan		88,109,200		87,852,000		99.71

		26		Pendokumentasian tugas pimpinan		184,021,400		171,939,800		93.43

		II		Program  pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		14,773,705,769		12,857,398,361		87.03

		J		Administrasi tata pemerintahaan		203,291,800		198,378,600		97.58

		27		Penataan administrasi pemerintahan		79,077,500		78,950,350		99.84

		28		Pengelolaan administrasi kewilayahan		14,460,300		10,763,350		74.43

		29		Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah		109,754,000		108,664,900		99.01

		K		Pelaksaan kebijakan kesejahteraan rakyat		14,024,863,669		12,297,693,439		87.68

		30		Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual 		4,286,969,530		3,218,253,243		75.07

		31		Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial		2,427,609,989		2,156,261,848		88.82

		32		Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat		7,310,284,150		6,923,178,348		94.70

		L		Fasilitasi dan koordinasi hukum		545,550,300		361,326,322		66.23

		33		Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah		43,000,050		39,689,900		92.30

		34		Fasilitasi bantuan hukum		448,955,950		285,584,684		63.61

		35		Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum		53,594,300		36,051,738		67.27

		III		Program perekonomian pembangunan		581,290,370		491,570,762		84.57

		M		Pelaksanaan kebijakan perekonomian		147,457,000		103,452,547		70.16

		36		Koordinasi,SinkronisasI,Monitoring dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD		82,822,000		52,973,797		63.96

		37		Pengendalian dan distribusi perekonomian		51,319,000		41,157,750		80.20

		38		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		13,316,000		9,321,000		70.00

		N		Pelaksanaan administrasi pembangunan		229,923,900		209,135,387		90.96

		39		Pengendalian dan evaluasi program pembangunan		229,923,900		209,135,387		90.96

		O		Pengelolaan pengadaan barang dan jasa		161,223,970		147,721,278		91.62

		40		Pengelolaan pengadaan barang dan jasa		5,862,000		5,430,000		92.63

		41		Pengelolaan layanan pengadaan secara electronik		84,200,500		78,327,053		93.02

		42		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		71,161,470		63,964,225		89.89

		P		Pemantauan kebijakan sumber daya alam		42,685,500		31,261,550		73.24

		43		Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup		42,685,500		31,261,550		73.24
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H Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan            826.880.820           792.321.430    95,82 

24Fasilitasi keprotokolan 554.750.220                      532.529.630    95,99 

25Fasilitasi komunikasi pimpinan 88.109.200                          87.852.000    99,71 

26Pendokumentasian tugas pimpinan 184.021.400                      171.939.800    93,43 

II Program  pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 14.773.705.769            12.857.398.361    87,03 

J Administrasi tata pemerintahaan 203.291.800                      198.378.600    97,58 

27Penataan administrasi pemerintahan 79.077.500                          78.950.350    99,84 

28Pengelolaan administrasi kewilayahan 14.460.300                          10.763.350    74,43 

29Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah 109.754.000                      108.664.900    99,01 

K Pelaksaan kebijakan kesejahteraan rakyat 14.024.863.669            12.297.693.439    87,68 

30Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual  4.286.969.530                3.218.253.243    75,07 

31Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian kinerja 

terkait kesejahteraan sosial

2.427.609.989                2.156.261.848    88,82 

32Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian kinerja 

terkait kesejahteraan masyarakat

7.310.284.150                6.923.178.348    94,70 

L Fasilitasi dan koordinasi hukum 545.550.300                      361.326.322    66,23 

33Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah 43.000.050                          39.689.900    92,30 

34Fasilitasi bantuan hukum 448.955.950                      285.584.684    63,61 

35Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan 

informasi hukum

53.594.300                          36.051.738    67,27 

III Program perekonomian pembangunan 581.290.370                      491.570.762    84,57 

M Pelaksanaan kebijakan perekonomian 147.457.000                      103.452.547    70,16 

36Koordinasi,SinkronisasI,Monitoring dan Evaluasi 

kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD

82.822.000                          52.973.797    63,96 

37Pengendalian dan distribusi perekonomian 51.319.000                          41.157.750    80,20 

38Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 13.316.000                            9.321.000    70,00 

N Pelaksanaan administrasi pembangunan 229.923.900                      209.135.387    90,96 

39Pengendalian dan evaluasi program pembangunan 229.923.900                      209.135.387    90,96 

O Pengelolaan pengadaan barang dan jasa 161.223.970                      147.721.278    91,62 

40Pengelolaan pengadaan barang dan jasa 5.862.000                              5.430.000    92,63 

41Pengelolaan layanan pengadaan secara electronik 84.200.500                          78.327.053    93,02 

42Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 71.161.470                          63.964.225    89,89 

P Pemantauan kebijakan sumber daya alam 42.685.500                          31.261.550    73,24 

43Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan 

pertambangan dan lingkungan hidup

42.685.500                          31.261.550    73,24 
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		I		Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten /kota		28,719,095,367		27,524,304,867		95.84

		A		Administrasi keuangan perangkat daerah		14,075,534,207		13,928,747,712		98.96
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		5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		32,045,900		22,448,050		70.05

		6		Fasilitas Kunjungan Tamu		1,061,500,000		1,005,693,125		94.74

		7		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		4,334,162,000		4,298,091,450		99.17

		D		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		1,775,032,960		1,660,717,708.60		93.56

		8		Penyediaan jasa surat menyurat		10,600,000		10,325,800		97.41
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		19		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		801,031,000		704,700,414		87.97

		20		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		31,171,000		20,414,790		65.49

		H		Penataan organisasi		425,707,300		365,175,115		85.78
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		23		Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi		140,112,350		111,982,842		79.92

		H		Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan		826,880,820		792,321,430		95.82

		24		Fasilitasi keprotokolan		554,750,220		532,529,630		95.99

		25		Fasilitasi komunikasi pimpinan		88,109,200		87,852,000		99.71

		26		Pendokumentasian tugas pimpinan		184,021,400		171,939,800		93.43
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		J		Administrasi tata pemerintahaan		203,291,800		198,378,600		97.58

		27		Penataan administrasi pemerintahan		79,077,500		78,950,350		99.84

		28		Pengelolaan administrasi kewilayahan		14,460,300		10,763,350		74.43

		29		Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah		109,754,000		108,664,900		99.01

		K		Pelaksaan kebijakan kesejahteraan rakyat		14,024,863,669		12,297,693,439		87.68

		30		Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual 		4,286,969,530		3,218,253,243		75.07

		31		Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial		2,427,609,989		2,156,261,848		88.82

		32		Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat		7,310,284,150		6,923,178,348		94.70

		L		Fasilitasi dan koordinasi hukum		545,550,300		361,326,322		66.23

		33		Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah		43,000,050		39,689,900		92.30

		34		Fasilitasi bantuan hukum		448,955,950		285,584,684		63.61

		35		Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum		53,594,300		36,051,738		67.27

		III		Program perekonomian pembangunan		581,290,370		491,570,762		84.57

		M		Pelaksanaan kebijakan perekonomian		147,457,000		103,452,547		70.16

		36		Koordinasi,SinkronisasI,Monitoring dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD		82,822,000		52,973,797		63.96

		37		Pengendalian dan distribusi perekonomian		51,319,000		41,157,750		80.20

		38		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		13,316,000		9,321,000		70.00

		N		Pelaksanaan administrasi pembangunan		229,923,900		209,135,387		90.96

		39		Pengendalian dan evaluasi program pembangunan		229,923,900		209,135,387		90.96
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